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Alhamdulillahhirabbil alaamiin, Puji syukur senantiasa kita panjatkan 
kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Syariah menurut Undang- Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Syar’iyyah, yang mana merupakan 
salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 
pada Jurusan Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar. Tak lupa pula, 
shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi 
besar Muhammad SAW, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan 
menghamparkan permadani-permadani pengetahuan. 
 Tulisan ini didedikasikan untuk kedua orang tua tercinta penulis yakni 
Bapak Alm. Mattalatta  dan Ibu Nani yang senantiasa memberikan doa dan 
harapan agar kelak anaknya menjadi orang beriman, berilmu, bermanfaat bagi 
agama, nusa, bangsa, dan sesama manusia. Kepada saudara penulis, adik- adikku 
sekalian yakni Muh. Noridawan, dan Nur Adelia Maryam, yang tidak henti-
hentinya pula memberi dukungan dan doa pada kakak sulungnya ini.  
Pada kesempatan ini pula, penulis mau berterima kasih sebesar-besarnya 
pada diri penulis sebab akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini walaupun 
dihadapi dengan penuh rintangan, tantangan, dan ujian yang cukup berat. Penulis 
sangat berterima kasih  sebab tak pernah menyerah walaupun dalam 
penyusunannya skripsi ini diselesaikan di tengah Pandemi Covid-19, namun 
berkat usaha, doa, dan harapan penulis menyelesaikannya yang tentu saja menjadi 
sejarah baru dalam dunia pendidikan penulis. Tak lupa pula penulis akan 
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis MA Ph.D selaku Rektor Universitas 
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2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
3. Ibu Dr. Kurniati, M.H.I. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan 
orangtua penulis dijurusan Hukum Tata Negara yang senantiasa 
membimbing dengan penuh kesabaran dan penuh candaan.  
4. Ibu Rahmiati, M..Pd. sebagai Sekretaris Jurusan di Jurusan  Hukum 
Tata Negara yang senantiasa mengawal anak-anak Hukum Tata 
Negara dalam proses penyelesaian studi secara online di tengah 
pandemi ini tanpa mengenal lelah.  
5. Ibunda Dr. Hj. Halimah B, M.Ag. sebagai Dosen Fakultas Syariah 
sekaligus Pembimbing I yang senantiasa membimbing dengan sabar. 
6. Ibunda Dr. Musyfikah Ilyas, M.H.I. sebagai Dosen Fakultas Syariah 
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8. Ayahanda Hisbullah, S.H., M.H. sebagai Dosen Fakultas Syariah 
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10. Keluarga Besar Hj, Dg Marola dan Yammade, terima kasih telah 
memberikan semangat dan dukungan kepada penulis baik secara 
materi maupun moril. 
11. Orang tua yang selalu mendukung setiap pilihan sipenulis sendiri baik 
secara moril maupun materi, untuk Bapak tercinta Alm. Mattalatta 
yang di surga kesatria tak berkuda laki- laki hebatku Love You, dan 
Mamaku tercinta Nani bidadari tak bersayapku perempuan hebatku 
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Love You dan TERIMAKASIH. Adik kandung saya Moh. Noridwan 
dan Nur Adelia Maryam yang selalu mendukung penulis bikin salah 
satu alasan terbesar rindu rumah untuk pulang. Sukses selalu adik, 
maafkan kakak belum mampu menjadi kakak yang terbaik untuk 
kalian, dokan selalu yah. Semangat juga untuk cita- citanya adikku. 
12. Sahabat-Sahabat terbaik saya Sri Astuti Ana Darwis, Husnul Akmalia, 
dan Satri Ayu, yang selalu ada disaat rendah dan puncak situasi 
penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk sekedar bercengkrama 
mempererat rasa persaudaraan. Tanpa kalian, I’m nothing. 
13. Teman-teman IPS 2 SMAN 1 Bone, yang kerap kali juga memotivasi 
penulis untuk belajar lagi dan lagi. 
14. Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara Kelas A Case Law dan 
Hukum Tata Negara Angkatan 2017 AMNESTY, yang telah 
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hal selama ini, dan membuat penulis selalu punya semangat besar 
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15. Rekan- rekan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang 
Gowa Raya, organisasi pertama yang memberikan semangat 
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Memberikan pengalaman untuk menjadi sekretaris pada organisasi ini. 
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berkompetisi di Kompetisi Nasional, baik dunia peradilan semu 
maupun karya tulis ilmiah. 
17. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 65 Kec. Tanete 
Riattang, Kabupaten Bone, Posko Depan MAN 2  yang menjadi salah 
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‘cengeng dan manja’ yang tidak pernah absen untuk memberi 
semangat, doa, dan masukan agar penulis tidak menyerah serta selalu 
meyakinkan penulis untuk melewati semuanya. Yang terbaik 
inshaAllah menghampiri kita kedepannya.  
19. Rekan-rekan seperjuangan di Samata, Sri Astuti Ana Darwis alias Tuti 
teman kamar dari MABA, Husnul Akmalia juru dapur Pondok Berkah 
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maupun masalah pribadi haha. 
20. Serta seluruh pihak yang telah membantu terselesainya tugas akhir ini 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.   
 
Demikian tugas akhir ini penulis buat, semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Tata 
Negara Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di 
dalamnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari 
pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan kedepannya.  
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa ṡ es (dengan titik di  atas ث
 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titk di ح
bawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Sad ṣ es (dengan titik ص
dibawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik di ض
bawah) 




 Za ẓ zet (dengan titk di ظ
bawah)  
 ain „ apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostof ء
ً Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau  i a  i    a a  i   i    n an 
 an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I اِ
 ḍammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ىَ 
 




a dan i 
 
 ى وَ 
 








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 












 ...اَ | ...ىَ 
fatḥahdan alif 
a a yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
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 kasrah  anyā‟ I i dan garis di atas ى
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas ىو
 
4. Tā‟ Ma būṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ىِي),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
 alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang)ال
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
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langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
    an   an  i   a i        a  a    n a i a              anya b   a   ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an  a i 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Ja ā a   هللا) 
Ka a “   a ” yan   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 





Nama : Noranisa 
NIM : 10200117031 
Judul  : Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap   
    Perbankan Syari’ah Menurut Undang- Undang Nomor 21  
    Tahun 2011 Perspektif Siyasah syar’iyyah.  
 
 Penelitian ini berjudul Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
terhadap Perbankan Syari’ah Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah berangkat dari judul tersebut maka dirumuskan 
suatu rumusan masalah diantaranya (1) Bagaimana Sistem Pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) pada Perbankan Syari’ah menurut Undang- Undang Nomor 
21 Tahun 2011 Perspektif Siyasah syar’iyyah , (2) Bagaimana Perspektif Siyasah 
syar’iyyah  terhadap Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi 
Perbankan Syari’ah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengawasan 
OJK dalam mengawasi perbankan syari’ah berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 
serta perspektif siyasah syar’iyyah.   
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (Library 
Research) dengan pendekatan Yuridis Syar’i. Sumber data yang berkaitan 
langsung dengan topik permasalahan seperti peraturan perundang- undangan, 
buku- buku, jurnal, ensiklopedia, fatwa, Al- Qur’an, Hadist hingga karya tulis 
lainnya yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan. Teknik pengolahan 
data dan analisis data dilakukan dengan cara memperoleh, menelusuri dan 
menganalisis bahan pustaka serta dokumen- dokumen yang terkait, editing, 
mereduksi data serta penarikan kesimpulan.   
Hasil penelitian ini menunjukkan OJK dalam  melakukan pengawasan 
terhadap perbankan syari’ah secara eksternal dan DPS DSN melakukan 
pengawasan secara internal, OJK memeliki wewenang untuk menilai serta 
memastikan bahwa bank syari’ah melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai 
dengan prinsip syari’ah baik dengan cara pengawasan secara off site maupun 
secara on site. OJK tetap bekerjasam dengan lembaga pengawas lainnya serta 
tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI).  Pengawasan yang dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai amanat dari Undang- Undang yang 
merupakan hasil dari legislator dalam ketatanegaraan Islam merupakan produk 
Ulil Amri. OJK dibentuk dengan prinsip pengawasan yang dalam hukum Islam 
dikenal dengan Al- Muraqabah, Otoritas Jasa Keuangan Syari’ah terhadap Jasa 
Keuangan Syari’ah diqiyaskan dengan lembaga Al- Hisbah sebagai pengontrol 
pasar pada zaman Rasulullah saw. dengan tujuan kehadiran lembaga tersebut 
untuk meningkatkan kemaslahatan ummat serta menjauhkan dari perbuatan yang 
mungkar. 
Implikasi penelitian ini ialah dapat meningkatkan kerjasama lembaga 
pengawasa Jasa Keuangan Syari’ah khususnya kepada Perbankan Syari’ah agar 
dapat mengurangi keraguan masyarakat terhadap prinsip Syari’ah yang diterapkan 
dalam operasional perbankan Syari’ah. 





A. Latar Belakang Masalah  
       Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim 
terbesar didunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on 
Religion & Public Life, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta 
jiwa atau 87,2 % (Delapan Puluh Tujuh Koma Dua Persen) dari total 
penduduk. Dalam kehidupan sehari- hari mereka melakukan segala 
aktivitasnya dengan berdasar pada ajaran agama sesuai dengan ketentuan 
Islam. 
Perekonomian Indonesia telah banyak melakukan kegiatan muamalah 
termasuk yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan syari’ah. Konsep 
ekonomi Islam diawali dari status manusia sebagaiu khalifah di bumi. Status 
tersebut menempatkan kegiatan produksi menjadi manifestasi ketundukan 
manusia terhadap Allah SWT. serta menjadi sarana untuk 
mengaktualiksasikan kemampuannya. 
Kehadiran dunia perbankan dalam suatu negara memiliki peranan yang 
sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian suatu negara. Sistem perbankan terjadi perubahan yang cukup 
prinsipil akibat setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan, karena Undang- Undang Perbankan yang lama 
memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan 
kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya 
perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti 
tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa- jasa perbankan, disamping itu, 
dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih 
efektif maka undang- undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif. 
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Negara Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yakni sitem perbankan 
konvensional dan sistem perbankan syari’ah. Berdasarkan konsep, dunia 
perbankan ialah rumusan umum yang abstrak, yang memiliki 3 (tiga) aspek 
utama, yakni kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta proses dan cara 
kegiatan usaha bank. Bank ialah rumusan khusus yang konkret memiliki dua 
aspek utama yakni badan usaha bank serta kegiatan usaha bank.
1
 
Secara yuridis, esksistensi Perbankan syari’ah dimulai dengan 
dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) tentang 
penghapusan pagu kredit dan menyebutkan bahwa bank bebas menetukan 
suku bunga kredit, tabungan dan deposito. Kemudian dikeluarkan Pkate 
Kebijakan Oktober 1998 (Pakto 88) tentang izin pendirian usaha bank baru. 
Kemudian secara kelembaganaan dimulai dengan berdirinya Bank Islam 
pertama adalah Bank Maumalat Indonesia (BMI) yang baru bisa didirikan 
pada tahun 1991 dengan akte pendirian tanggal 1 November 1991 dan 
beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.
2
 
Perkembangan lembaga perbankan syari’ah di Indonesia diawali sejak 
tahun 1990-an serta mengalami perkembangan yang semakin marak pada 
awal tahun 2000-an yang ditandai dengan munculnya sejumlah bank syari’ah 
yang didirikan langsung oleh perbankan konvensional yang sahamnya 
dimiliki oleh pemerintah sendiri maupun pihak swasta. Lembaga keuangan 
Syari’ah semakin berkembang akibat sekelompok masyarakat turut serta 
dalam membuat gerakan lembaga keuangan alternatif yang berbasis syari’ah 
baik yang berbadan hukum maupun yang belum. 
Kinerja perekonomian yang positif dan stabil telah memberi ruang gerak 
yang besar bagi perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia. Kehadiran 
ekonomi syari’ah di Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam 
merupakan titik baru sejarah perekonomian nasional. Ekonomi syari’ah di 
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Indonesia terus bertumbuh mencapai rata- rata 40 persen setiap tahun. 
Pertumbuhan ini lebih besar dibandingkan ekonomi konvensional yang hanya 
19 persen. 
       Perkembangan ekonomi syari’ah nasional dapat tercermin dari 
pertumbuhan aktiivtas di sector perbankan syari’ah, asuransi syaraih, pasar 
modal syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, dan pengelolaan zakat. Di 
sektor perbankan syari’ah, dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan 
perbankan syaraih, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun dana pihak 
ketiga, menunjukkan trend meningkat. 
Perkembangan bank syari’ah di Indonesia dapat diikuti dengan 
berkembangnya berbagai lembaga keuangan Syari’ah selain dari struktur 
perbankan, antara lain: Asuransi Takalful, Pasar Modal Syari’ah, Pegadaian 
Syari’ah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Berkembangnya sistem 
ekonomi syari’ah nasional dapat tercermin dari berbagai pertumbuhan 
aktivitas di sektor pasar modal syari’ah, perbankan syari’ah, asuransi 
syari’ah, pasar modal syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah serta  
pengelolaaan zakat. 
Sistem perbankan konvensional yang telah ada menjadi lengkap dengan 
kehadirannya sistem perbankan syari’ah sehingga diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa 
perlu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama 
jika ditinjau dari kacamata Agama. Persoalan sistem perbankan syari’ah 
terhadap perbankan konvensional tidak dalam hal fungsinya sebagai lembaga 
intermediasi keuangan (financial intermediary institution), akan tetapi karena 
di dalam operasional terdapat unsur- unsur yang di larang, yakni berupa unsur 
perjudian (maisyir), unsur- ketidakpastian/ keraguan (gharar),  unsur bunga 
(interest/ riba), dan unsur kebathilan.
3
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Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syari’ah (Bandung: Refika Aditama: 
Bandung, 2009), h. 2.  
5 
 
Prinsip dunia perbankan syari’ah ialah bagian dari ajaran Islam yang 
berhubungan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam ialah 
larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menerapkan sistem berupa 
prinsip bagi hasil. Dengan prinsip tersebut, bank syari’ah dapat menciptakan 
iklim investasi yang sehat dan adil akibat semua pihak dapat saling berbagi 
baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan 
memberikan posisi yang seimbang antara pihak bank dengan nasabahnya. 
       Pada perkembangan bank syari’ah saat ini, prinsip syari’ah yang menjadi 
landasan utama bank syari’ah dalam menjalankan tugasnya belum dapat 
diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi 
sengketa antara para pihak, bank syari’ah dan nasabahnya. 
4
 Oleh karena itu 
perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan 
syari’ah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan- kecurangan dari 
beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. 
Perkembangan ekonomi dan perdagangan sangat bergantung pada kinerja 
perbankan, oleh karena itu, dengan kehadirannya banyak lembaga keuangan 
perbankan maka, pemerintah Indonesia membuat kebijakn tentang 
pengawasan terhadap kinerja bank termasuk kinerja dari bank syari’ah. 
Ketentuan pasala 34 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah Undang- Undang Nomor 3 
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan dirubah dengan Undang- Undang 
Nomor 6 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembentukan lembaga 
pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana 
pension, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiyaan serta badan- 
badan yang menyelenggarakan dana- dana masyarakat. 
Untuk tercapainya sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank 
dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia 
yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank 
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Cak Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di PA dan Mahkamah Syar’iah  
(Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2012 ), h.5. 
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sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai 
rupiah. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas 
sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 23 
Tahun 1999, yaitu sebagai berikut : 
a. Menetapkan dan mealaksanakan kebijakan moneter; 
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 
c. Mengatur dan mengawasi bank. 
       Kebijakan ini diambil dikarenakan banyaknya permasalahan di sector 
perbankan yang terjadi krisis yang berdampak 21 (dua puluh satu) bank 
swasta nasional yang krisis dilikuidasi oleh Bank Indonesia, yang ditemukan 
berbagai penyimpangan sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan 
Bank Indonesia. Begitu juga adanya peristiwa yang mengejutkan bahwa Bank 
Century ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank gagal berdampak sistematik. 
Banyaknya permasalahan disektor jasa keuangan bidang perbankan yang 
dapat menganggu stabilitas sistem keuangan semakin mendorong 




       Perbankan Indonesia telah memasuki babak baru, dengan 
diundangkannya Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 
Tanggal 22 November 2011. Dimana pengaturan dan pengawasan sektor 
perbankan tidak lagi berada pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada 
otoritas Jasa Keuangan yakni sebuah lembaga independen yang mempunyai 
fungsi, tugas, dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, 
pemeriksaan, dan penyidikan terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan 
demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, 
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan 
                                                             
5
Surti Yustiantia, Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank 
Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam ACTA DIURNAL Volume 1, Nomor 1, 
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lainnya ada dalam kewenangan OJK.
6
 Keputusan untuk menempatkan fungsi 
pengawasan perbankan di bank sentral atau memilih menempatkan dalam 
sebuah badan yang independen diluar bank sentral pada masing- masing 
pengawasan perbankan di Indonesia tidak lagi pada Bank Indonesia namun 
dipindahkan ke dalam sebuah badan independen yang mempunyai dasar 
yuridis pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbuahan Atas 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
7
 
       Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia berdasarkan pada Pasal 34 Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Pemerintah diamanatkan 
membentuk lembaga pengawasa sektor jasa keuangan yang independen, 
selambat- lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana 
pension, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta 
badan- badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
8
 
Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang luas yakni membuat 
peraturan di bidang jasa keuangan, memberi dan mencabut izin persetujuan 
dan lain- lain, memperoleh laporan periodic dan informasi industry jasa 
keuangan; mengenakan sanksi administrartif, melakukan pemeriksaan, 
melakukan penyidikan atas pelanggaran UU, memberikan arahan atau 
perintah tertulis, menunjuk pengelola statuter, mewajibkan pengalihan usaha 
demi menjaga kepentingan nasabah, mencegah kejahatan di bidang keuangan; 
dan mengatur pengendalian lembaga keuagan. 
Secara teori dan legalitas hukum yang ada bahwa kehadiran lembaga 
OJK merupakan salah satu lembaga yang tunjuk khusus oleh Undang- 
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Undang untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan yang terjadi dalam 
dunia perbankan khsusnya pada perbankan syari’ah.
9
   
       Fungsi pengaturan dan pengawasan tidak sepenuhnya diberikan kepada 
lembaga OJK. Namun, lembaga OJK maish bekerjasama dengan BI serta 
mempunyai kewenangan masing- masing untuk menjalankan fungsi 
pengaturan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan, 
kesehatan, aspek kehati- hatian, serta pemeriksa bank ialah lingkup 
microprudential yang menjadi tugas serta wewenang dari lembaga OJK. 
Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential ialah tugas 
serta wewenang dari Bank Indonesia. Terkait dengan pengaturan dan 
pengawasan macroprudentia OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan 
himbauan moral (mural suasion) kepada perbankan.
10
  
       Terkait dengan pengawasan bank syari’ah, OJK mengawasi operasional 
bank syari’ah secara keseluruhan, baik penerapan atauran secara umum 
maupun secara syari’ah, termasuk memeriksa fungsi kepatuhan syari’ah 
dalam penyampaian laporan- laporan yang salah satunya adalah laporan 
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Tugas dan pengawasan tersebut dialihkan 
oleh bagian pengawasan Bank. DPS memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan yang bersifat internal yang lebih mengatur ke dalam. Sedangkan 
OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara eksternal 
yang lebih berorientasi pada kepentingan nasabah serta publik yang bersifat 
umum.  
Pembentukan OJK merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari 
metode pengawasan Bank Indonesia. Artinya OJK harus mampu mebuat 
kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari peraturan BI. dalam hal ini 
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keberadaan OJK sebagai lembaga independen yang baru di Indonesia, 
mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan sektor perbankan 
di Indonesia termasuk bank syari’ah.  
Amanat Pasal 34 ayat 1 Undang- Undang Bank Indonesia menekankan 
kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bertindak sebagai 
dewan pengawas (supervisoryboard), dapat mengeluarkan ketentuan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasi 
dengan Bank Indonesia. Namun, setelah diundangkannya Undang- Undang 
Otoritas Jasa Keuangan menentukan lain, yakni memberikan kewenangan 
luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap jasa 
keuangan termasuk jasa keuangan syari’ah meliputi perbankan syari’ah, 
bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti 
KPK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan 6 ditegaskan OJK berwenang 
melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal yang kita ketahui bahwa 
seperti yang telah diamanatkan sebelumnya pada Pasal 34 ayat 1 Undang- 
Undang Bank Indonesia, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, namun fakta 
yuridisnya menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, 
memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Oleh sebeb itu, ketentuan- 
ketentuan dalam Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan tanpak menjadikan 
OJK sebagai lembaga super body bukan supervisorybiard.
11
 Atauran yang 
tidak secara terperinci mengatur tentang sistem pengawasan ini berakibat 
tidak jelasnya wewenang dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan 
terhadap jasa keuangan syari’ah khususnya kepada perbankan syari’ah. 
       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
terhadap Perbankan Syari’ah dengan judul : “Bagaimana Fungsi 
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Terhadap Perbankan 
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Syari’ah Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Perspektif 
Siyasah Syar’iyyah.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok masalah 
dalam penelitian ini yakni Bagaimana Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK)  Terhadap Perbankan Syari’ah Menurut Undang- Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Syar’iyyahyang dijabarkan dalam  
beberapa sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 
Perbankan Syari’ah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Perspektif Siyasah Syar’iyyah? 
2. Bagaimana perspektif Siyasah Syar’iyyahterhadap lembaga Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syari’ah? 
 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian  
       Untuk memberikan arah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang di 
bahas, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang 
dianggap penting diantaranya: 
a. Fungsi Pengawasan 
       Pengawasan (controlling) adalah  proses memonitor aktivitas untuk 
memastikan aktivitas- aktivitas tersebut diselesaikan sesusia dengan yang 
direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan.
12
 Menurut 
Robinson control sebagai proses memonitor aktivitas- aktivitas untuk 
mengetahui apakah individu- individu dan organisasi itu sendiri 
memperoleh dan memanfaatkan sumber- sumber secara efektif dan 
efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila 
tidak tercapai.
13
 Menurut Johnson control sebagai fungsi sistem yang 
melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar 
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan (controlling) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan 
maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa 
penyimpangan- penyimpangan yang berarti, dan apabila dalam 
pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan maka diperlukan 
adanya perencanaan ulang (revisi). 
Fungsi pengawasan dilaksanakan agar dapat melakukan evaluasi 
terhadap tujuan yang ingin dicapai, pengawasan dapat dilakukan secara 
langsung maupun tidak langsung baik secara internal maupun eksternal 
yang dilakukan oleh sebuah lembaga. 
b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
       Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga 
yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 
penyidikan.
15
 Otoritas Jasa Keuangan ialah lembaga negara yang memiliki 
fungsi terkait fungsi pengaturan (regulasi) serta pengawasan (supervisi) 
terhadap berbagai kegiatan dalam sektor jasa keuangan khususnya terhadap 
perbankan syari’ah. Aspek jasa keuangan tersebut meliputi, aspek jasa 
keuangan dalam sektor perbankan, sektor pasar modal, serta sektor kegiatan 
keuangan lainnya seperti aspek asuransi, lembaga pembiayaan, dana pension, 
serta lembaga keuangan lainnya termasuk jasa keuangan syari’ah.  
c. Perbankan Syari’ah 
       Secara etimologi perbankan syari’ah adalah segala sesuatu yang 
menyangkut tentang bank syari’ah dan unit usaha syaraih, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
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kegiatan usahanya. Bank syari’ah mempunyai fungsi menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik 
dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang 
membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.
16
 
Sedangkan secara terminologi bank syari’ah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut 




       Perbankan syari’ah merupakan suatu sistem perbankan yang 
dikembangkan berdasarkan syari’ah (hukum) Islam. Prinsip yang dianut 
oleh sistem perbankan syari’ah merujuk pada kaidah muamalah dimana 
manusia bebas (diperbolehkan) untuk melakukan beragam aktifitasnya 
kecuali terhadap hal- hal yang menurut Al- Qur’an, Hadist dan pendapat 
umum para ulama dinyatakan dilarang. Ini berarti transaksi bisnis apapun 
pada umumnya dibenarkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga 
(riba), spekulasi (maysir) dan tipu muslihat/ keraguan (gharar).
18
 
       Perbankan Syari’ah atau bank syari’ah adalah sebuah kegiatan usaha 
yang dalam pelaksaannya menerapkan sistem kerja sama dan bagi hasil 
yang tentunya sangat berbeda dengan sistem yang ada pada bank 
konvensional yang menerapkan sistem riba dan bunga. Perbankan 
syari’ah sangat menjunjung tinggi nilai keislaman dalam sistemnya.  
d. Siyasah Syar’iyyah 
       Siyasah Syar’iyyahialah hukum- hukum yang mengatur mengenai 
kebijakan suatu negara dengan berdasarkan pada syariat Islam untuk 
mengurus dan mengatur masyarakat negara agar terciptanya suatu 
kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Siyasah Syar’iyyahjuga 
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terkait dalam sektor ekonomi dengan segala sesuatu yang terkait dengan 
umat sebagai warga negara berupa kegiatan muamalah dalam kehidupan 
sehari- harinya utamanya dalm sektor keuangan dalam dunia perbankan 
yang diawasi oleh sebuah lembaga OJK.  
       Berdasarkan pengertian judul tersebut maka yang dimaksud dengan judul 
tersebut adalah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan 
fungsi pengawasan terhadap perbankan syari’ah berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta perspektif Siyasah Syar’iyyah. 
D. Kajian Pustaka 
       Pada penelitian ini, masalah yang akan dikaji mengenai bagaimana 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan fungsi pengawasan terhadap 
perbankan syari’ah berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 
perspektif siyasah syari’ah. Diperlukan banyak literatur dan referensi yang 
kuat untuk membahas penelitian ini. Referensi yang digunakan penulis 
anatara lain : 
1. Surti Yustintia dengan judul “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan 
Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” yang 
diterbitkan oleh Jurnal Acta Diurnal Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017. 
Jurnal tersebut membahas mengenai kewenangan pengaturan dan 
pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral 
serta lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam skripsi ini akan  
membahas terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 
menjalankan fungsinya untuk mengawasi Perbankan Syari’ah. 
2. Lina Maulidiana, dengan judul “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai 
Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia” yang diterbitkan 
dalam Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Tahun 2014. Jurnal 
tersebut membahas bagaimana fungsi pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) pada sektor Perbankan Nasional. Sedangkan dalam 
skripsi ini akan membahas terkait Fungsi Pengawasan Otroritas Jasa 
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Keuangan (OJK) khusus Perbankan Syari’ah menurut Undang- Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 dan perspektif Siyasah Syar’iyyah.  
3. Zulfi Diane Zaini, dengan judul “Hubungan Hukum Bank Indonesia 
sebagai Bank Sentral dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca 
Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan” yang diterbitkan oleh Jurnal 
Media Hukum Volume 20 Nomor 2 Tahun 2013. Dalam jurnal tersebut 
membahas mengenai hubungan hukum antara Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indoensia. 
Sedangakan dalam skripsi ini akan membahas terkait bentuk pengawasan 
yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan 
Syari’ah.   
4. Siti Adinda Dewi Saraswati Harun dan Hisbullah dengan judul “Peran 
Otoristas Jasa Keuangan terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online” 
yang diterbitkan oleh Alauddin Law Development Journal (ALDEV) 
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021. Dalam jurnal tersebut membahas 
mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan 
mengawal perkembangan peminjaman dana berbasis online. Sedangkan 
dalam skripsi ini akan membahas tentang sistem dan bentuk pengawasan  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadapa Perbankan Syari’ah.  
5. Hamsir dengan judul “Aspek- Aspek Tindak Pidana dalam Perbankan 
Syari’ah dan Konvensional” yang diterbitkan oleh El- Iqtishady Volume 
2 Nomor 2 Tahun 2020. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai 
tindak pidana perbankan atau kejahatan perbankan khususnya pada 
perbankan syari’ah. Sedangakan dalam skripsi ini akan membahas 









E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
      Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian 
kepustakaan (Library Research) dengan cara mengumpulkan informasi dan 
data  melalui pustaka lalu mengutip, menyunting, dan menganalisis kemudian 
menyimpulkannya. Penelitian ini mengacu pada data atau bahan- bahan yang 
berkaitan langsung dengan topic permasalahan yang diangkat. Sumber data 
yang di peroleh berasal dari sumber tertulis, berupa literature buku, undang- 
undang, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik 
permasalahan.  
2. Pendekatan Penelitian 
      Pendekatan penelitiana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Yuridis Syar’i. maksud pendekatan yuridis yakni pendekatan 
yang dilakukan berdasarkan teori- teori, konsep, asas hukum bahkan 
perundang- undangan. Sedangkan untuk pendekatan syar’ I merupakan 
pendekatan dengan menggunakan pedoman dasar agama Islam yakni Al- 
Qur’an, Sunnah, dan pendapat para ulama (ijma).  
3. Sumber Data  
      Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Peneliti 
menggunakan sumber data sebagai berikut : 
a. Sumber data Primer  
Sumber data primer merupakan sumber data berupa dokumen- 
dokumen hukum yang sifatnya positif atau mempunyai kekuatan hukum 
mengikat di masyarakat. Sumber data primer berupa dokumen resmi, buku 
terkait topik permasalahan, artikel berupa laporan, serta peraturan 




b. Sumber data Sekunder   
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh seorang peneliti 
secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui 
sumber lain. Sumber data sekunder dapat berupa publikasi- publikasi 
bidang hukum, jurnal- jurnal hukum, kesaksian- kesaksian ahli dalam 
persidangan, artikel atau berita, dan sebagainya. Sumber data sekunder 
yang digunakan sebagai bahan pendukung dari data yang digunakan pada 
penelitian ini misalnya kamus,booklet perbankan Indonesia, buku buku 
fiqh yang ada kaitannya dengan penelitian ini, Al- Qur’an, Hadist, 
pendapat ulama, ensiklopedia serta internet dan lainnya. 
4. Metode Pengumpulan Data 
      Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah studi kepustakaan. 
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data dengan membaca 
bahan yang diperlukan, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka maupun 
dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan.  
5. Teknik Analisis Data 
      Tujuan utama dari sebuah analisis adalah untuk meringkaskan data dalam 
bentuk yang mudah dipahami, sehingga hubungan antara problem penelitian 
dapat dipelajari dan diuji.
19
 Analisis data yang akan digunakan adalah analisis 
deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan, menjelaskan data 
yang diperoleh terkait dengan topik permasalahan yang dibahas. 
 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
      Tujuan dari penelitian ini pada umumnya ialah sebagai berikut : 
                                                             
19
Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan 
Penguasaan Metodologi Penelitian Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.120. 
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1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
pada Perbankan Syari’ah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2011 Perspektif Siyasah Syari’ah. 
2. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Syar’iyyahterhadap Lembaga 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Perbankan 
Syari’ah. 
 
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan penelitian ini anatara lain : 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu 
pengetahuan khsusunya di bidang hukum dengan adanya data yang 
menunjukkan bagaimana Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK)  Terhadap Perbankan Syari’ah Menurut Undang- Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 dan Perspektif Siyasah Syari’ah, sehingga 
dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau 
referensu terhadap penelitian- penelitian selanjutnya. 
b. Penelitian ini diharapakan pula dapat memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 
melakukan fungsi pengawasan terhadap perbankan syari’ah, sehingga 
dapat menjadi referensi dalam menangani permasalahan terkait fungsi 
pengawasan perbankan syari’ah. 
c. Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat menjadi sebuah 
kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 










TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI PENGAWASAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
A. Pengertian dan Macam Pengawasan  
1. Definisi Pengawasan 
       Menurut bahasa, dalam bahasa Arab kata pengawasan berasal dari kata 
muraaqabah, qiyaadah, qabidhah, taujih, sitharah. Kata- kata tersebut 
memiliki makna yang sama dengan terjemahan pengawasan, namun ada yang 
memiliki arti lebih mislanya pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, 
serta monitoring. Untuk makna yang lebih dekat artiya terhadap pengawasan 
ialah supervision yang terjemahannya muraaqabah.
1
 
       Sedangkan menutut bahasa, arti pengawasan dalam referensi Islam 
bahwa terdapat pada kata “hisbah” yang memiliki makna ihtisab yang 
memiliki arti meneliti, mentabdir, melihat, mencegah atau menahan misalnya 
mencegah kepada seseorang untuk melakukan perbuatan kemungkaran 
ataupun mendapatkan balasan mislanya seorang yang mengerjakan kebaikan 
sehingga memperoleh balasan dari Allah SWT. Menurut etimoligis Al- 
Hisbah ialah menghitung, berfikir, memebrikan opini, pandangan, dan 
lainnya. Sedangkan secara istilah, Al- Mawardi menjelaskan bahwa Hisbah 
ialah melaksanakan tugas keagamaan yaitu menyeru untuk melakukan ma‟ruf  




       Pengawasan sebagai salah satu fungsi dasar dalam manajemen dikenal 
dengan kata Controlling.
3
Pengawasan salah satu gungsi dalam dunia 
                                                             
1
Neneng Nurhasanah “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan 
Syari‟ah” dalam  Jurnal Mimbar, Vol.29, No.1 Juni 2013, h.13, Diakses pada Kamis 1 April 2021, 
Pukul 16:40 WITA. 
2
Neneng Nurhasanah “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan 
Syari‟ah”, dalam Jurnal Mimbar, h.13. 
3
Sujamto, Aspek- Aspek Pengawasan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 53.  
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manajemen yang paling esensial termasuk dalam pengelolaan manajemen 
syari‟ah, bahwa sebaik apapun bentuk pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya 
suatu manajemen pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan 
biasa didefinisikan sebagai bentuk proses untuk menjamin bahwa tujuan- 
tujuan organisasi dan manajemen tercapai dengan maksimal. Definisi ini 
menunjukakkan bahwa adanya hubungan yang paling errat antara 
perencanaan dengan pengawasan karena suatu perencanaan itulah sebagai 




       Pengawasan (controlling) adalah  proses memonitor aktivitas untuk 
memastikan aktivitas- aktivitas tersebut diselesaikan sesusia dengan yang 
direncanakan dan memperbaiki setiap deviasi yang signifikan.
5
 Hubungan 
yang erat antara perencanaan dengan pengawasan beberapa ahli memberikan 
defeni pengawasan sebagai berikut: 
a) Menurut Stephen P. Robins dan Mary Couller, menjelaskan bahwa 
pengawasan memiliki makna sama dengan pengendalian sebagi bentuk 
proses- proses memantau kegiatan dengan tujuan untuk memastikan 
bahwa kegiatan tersebut diselesaikan sesuai dengan perencanaan serta 
dapat melakukan pengoreksian setiap penyipampangan yang terdapat.
6
 
b) Menurut Robinson control sebagai proses memonitor aktivitas- aktivitas 
untuk mengetahui apakah individu- individu dan organisasi itu sendiri 
memperoleh dan memanfaatkan sumber- sumber secara efektif dan 




                                                             
4
Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 205. 
5
Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar, (.Jakarta: Renika Cipta. 1993), h. 
343. 
6
Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.168.  
7
Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, h.168. 
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c) Menurut Johnson control sebagai fungsi sistem yang melakukan 
penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan- 
penyimpangan hanya dalam batas- batas yang dapat dikoreksi.
8
 
       Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata pengawasan memiliki 
pengertian sebagai segala bentuk kegiatan penelitian, pengamatan, dan 
pengukuran terhadap terlaksananya operasi berdasarkan dengan rencana yang 
telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan terhadap hasil yang akan 
dicapai dengan standar yang akan diminta, melakukan berbagai tindakan 
untuk mengoreksi berbagai penyimpangan, dan perbandingan antara hasil 
atau (output) yang akan dicapai dengan berbagai masukan (input) yang telah 
digunakan. 
       Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan 
(controlling) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar 
tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan- 
penyimpangan yang berarti, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat 
penyimpangan atau kekurangan maka diperlukan adanya perencanaan ulang 
(revisi) sehinggga meminimalisir untuk terjadi kesalahan yang sama pada 
kegiatan berikutnya. 
       Pandangan dalam hukum Islam terkait pengawasan ialah dilakukan untuk 
meluruskan hal yang tidak lurus, mengoreksi hal yang salah, serta 
membenarkan yang hak.
9
 Pengawasan memiliki peran yang sangat penting 
dalam menerapkan hukum karena manusia memiliki kelemhan yang dapat 
mempengaruhi suatu sikap ketika melakukan aktivitas kehidupan, selain 
perubahan lingkungan, peningkatan komplesitas yang dapat terjadi diberbagai 
tempat dimaana seseorang melakukan pekerjaan. Jasa keuangan syari‟ah 
memilki persamaan dengan jasa keungan lainnya yang dapat memiliki resiko 
akibat dari kelalaian, kesalahan, bahkan kcurangan yang terjadi. Sehingga 
                                                             
8
Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia,  h.168 
9
Didin Hafidhuddin, Manajemen Syari‟ah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2003), h.156.  
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pengawasan sangat diperlukan agar dapat memberikan berbagai perlindungan 
yang semaksimal mungkin kepada semua pihak yang terlibat didalamnya 
untuk berbagai kepentingan (stakeholder).
10
  
       Adapun untuk tujuan dari pengawasan atau pengendalian pada dasarnya 
adalah untuk menyesuaikan gerak sebuah organisasi maupun lembaga yang 
sedang berlangsung dengan tujuan dan rencana awal (planning), dalam hal ini 
memusatkan pada sisi efektivitas. 
       Pada implementasinya, pelaksanaan controlling perlu memperhatikan 
beberapa persyaratan atau prinsip- prinsip penting yang dapat memperkuat 
posisinya sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Persyaratan atau prinsip- 
prinsip yang dimaksud, yakni : 
a) Telah terencana dengan matang; 
b) Memiliki Prosedur Operasional Standar; 
c) Dijalankan oleh orang yang amanah dan berkapasitas (competence); 
d) Akuntabel/ transaparan dan tertulis; 
e) Efisisen dalam penggunaan anggaran.11 
       Fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, 
merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang 
berhubungan dengan bidan pekerjaan sebuah lembaga atau organisasi yang 
telah diteliti. 
       Controlling atau pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki makna 
yang sama dengan kata ar- Riqabah. Di dalam Al- Qur‟an, kata tersebut 
dijelaskan pada beberapa ayat yang secara umum menunjukkan tentang 
adanya fungsi pengawasan, utamanya pengawasan dari Allah SWT. ayat- ayat 
tersebut di antaranya sebagai berikut : 
                                                             
10
Neneng Nurhasanah “Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan 
Syari‟ah”, dalam Jurnal Mimbar, h.12. 
11
Edward Sallis, Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan), 
terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), h. 58. 
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a) Q.S. Al- Nisa/4: 1; 
ا  َٓ ُْ َخهََق ِي َّٔ اِحَدٍة  َّٔ ٍْ ََّفٍْط  ا َزبَُّكُى انَِّرْي َخهَقَُكْى ّيِ ْٕ ا انَُّاُض احَّقُ َٓ ٰٓاٌَُّ  ٌ
احَّقُٕا ّللٰاَ  َٔ ََِعۤاءا ۚ  َّٔ ا  ا ِزَجاًلا َكثٍِْسا ًَ ُٓ ُْ بَثَّ ِي َٔ ا  َٓ َج ْٔ ٌَ  َش ْٕ انَِّرْي حََعۤاَءنُ
ٍْباا   ٍُْكْى َزقِ ٌَ َعهَ ٌَّ ّللٰاَ َكا اًْلَْزَحاَو ۗ اِ َٔ  ّٖ -١بِ  
Terjemahannya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 
menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari 
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) 




       Tafsir Jalalain bahwa penduduk Mekah bertakwa kepada Tuhan yang 
artinya takut terhadap siksa dalam jalan mentaatinya yang telah menciptakan 
kamu Adam dan Hawa. Sifat mengawasi selalu terdapat pada Allah SWT. 
yang senantiasa mengawasi sehingga selalu menjaga perbuatan.
13
  
       Tafsir Al- Misbah, bahwa kata raqiban yang diterjemahkan dengan Maha 
Mengawasi merupakan salah satu nama Allah yang indah. Allah yang bersifat 
Raqib adalah Dia yang mengawasi atau yang menyaksikan, atau mengamati 
dari saat ke saat, makhluk- Nya. Allah Raqib terhadap segala sesuatu. 
Mengawasi, menyaksikan, serta mengamati berbagai hal yang dilihat dengan 
mata-Nyasegala yang didengar dengan pendenganran-Nya, serta segala wujud 
dengan ilmu-Nya. Ayat tersebut menampikan sifat Allah yang memberi kesan 






                                                             
12
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur‟an dan Terjemahannya, h.78. 
13
Imam Jalaluddin Al- Mahalli,Terjemahan Tafsir Jalalain, Jilid 3, h. 99.   
14
M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur‟an, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 404.  
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b) Q.S. Al- Maidah/ 5: 117; 
َزبَُّكْى ۚ َٔ  ًْ ٌِ اْعبُُدٔا ّللٰاَ َزبِّ ٰٓ اَ ّٖ ًْ بِ ْى اًِلَّ َيآٰ اََيْسحَُِ ُٓ ُُْج َيا قُْهُج نَ كُ َٔ
ٍَْب  قِ ََْج انسَّ َُْج اَ ًْ ُك ٍْخَُِ فَّ َٕ ا حَ ًَّ ْى ۚ فَهَ ِٓ ٍْ ا ُدْيُج فِ ٍْداا يَّ ِٓ ْى َش ِٓ ٍْ َعهَ
ٌٍْد  ِٓ ٍء َش ًْ ى ُكّمِ َش
ََْج َعه  اَ َٔ ْى ۗ ِٓ ٍْ ١١١ -َعهَ  
Terjemahannya: "Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa 
yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), “Sembahlah 
Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,” dan aku menjadi saksi 
terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah 
mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, 
Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang 
Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.”
15
 
       Tafsir Jalalain bahwa jika diketahui telah terbukti setelah keduanya 
bersumpah bahwa kedua saksi tersebut telah melakukan dosa yang artinya 
mengerjakan perbuatan yang mengakibatkan dosa, mislanya berkhianat 
ataupun berdusta dalam hal kesasksiannya tersebut, hal tersebut diperkuat 
oleh adanya kekuatan bukti bahwa keduanya hanya mengakui telah membeli 
barang yang diwasiatkan itu dari simayat atu mereka yang mengaku bahwa 
simayat tersebut telag mewasiatkan untuk mereka sehingga dua orang lain 
mengganti posisi mereka berdua dalam mengajukan tuntutan kepada mereka 
berdua dari orang- orang yang memang berhak untuk menerima wasiat 
tersebut, sehingga mereka pada ahli waris dari simayat kemudian keduanya 
diganti dengan yang lebih dekat kepada orang mati yang artiya dua orang 
tersebut yang menjadi kekerabatannya dekat dengan simayat. Dalam suatu 
qiraat dibaca al- awwaliin, jamak dari kata awwal sebagai sifat atau badal dari 
kata alladziina kemudian keduanya melakukan sumpah atas nama Allah 
mengenai khianat yang dilakukan oleh kedua saksi pertama yang 
mengucapkan sesungguhnya persaksian atas sumpah kami ini lebihh diakui 
daripada kesaksian kedua orang tersebut dari sumpahnya dan kami tidak 
melanggar batas melewati garis- garis kebenaran dalam sumpah 
sesungguhnya kami klau demikian tentulah termasuk orang- orang yang 
                                                             
15
Kementerian Agama, Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h.128.  
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berdosa. Atau kedua saksi itu memberikan wasiat kepada simayat kepada 
oranglain yang mereka duga bahwa simayat berwasiat kepada mereka untuk 




c) Q.S. Asy- Syura/26 : 6; 
 ٌَ ْٔ ِصُء ْٓ َ ّٖ ٌَْعخ ا بِ ْٕ ُؤا َيا َكاَُ ـ ۤ ب
َْْۢ َ ْى ا ِٓ ٍْ ا فََعٍَأْحِ ْٕ ٦ -فَقَْد َكرَّبُ  
Terjemahannya: “Sungguh, mereka telah mendustakan (Al-Qur'an), maka 
kelak akan datang kepada mereka (kebenaran) berita-




       Tafsir Jalalain sesungguhnya mereka telah mendustakan Al- Qur‟an 
maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita- berita akibat 
dari apa yang selalu mereka perolok- olokkan.
18
 
       Prinsip umum dalam Pengaturan dan pengawasan terkait dengan 
perbankan konvensional juga berlaku demikian dalam perbankan syari‟ah. 
Namun, terdapat beberapa pesyratan khusu pada perbankan syari‟ah dalam 
hal pelaksanaan kegiatan usahanya yang memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan bank konvensional. Karekateristik tersebut dapat dilihat dalam 
penentuan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syari‟ah dalam seluruh 
aktivitasnya, khususnya dalam hal pelarangan Bungan yang diganti dengan 
sistem bagi hasil. Pemenuhan prinsip syaraih inilah yang akhirnya melahirkan 
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2. Macam- Macam Pengawasan  
       Dalam ajaran Islam untuk pengawasan (control), terbagi menjadi 2 (dua) 
sebagai berikut : 
       Pertama, Yakni pengawasan yang berasal pada diri sendiri yang 
sumbernya berasal dari tauhid dan keimanan terhadap Allah SWT. bahwa 
seseorang tersebut yakin bahwa Allah selalu dan pasti mengawasi setiap 
hambanya, sehingga ia akan bertindak dengan penuh kehati- hatian. Apabila 
dia sendiri, ia selalu berkeyakinan bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua 
yakin bahwa Allah yang ketiga yang selalu ada. 
       Hal tersebut ialah control yang sangat efektif yang sumbernya berasal 
dari dalam diri sendiri. Ketakwaan tidak dapat mengenal tempat tidak hanya 
dimasjid, diatas sajadah, melainkan juga ketika melakukan aktivitas, baik di 
kantor, di lapangan, dan berbagai aktivitas lainnya. Ketakwaan tersebu yang 
menjadi pengontrol paling efektif. Takwa tersebut memungkinkan tercapai 
dengan baik apabila pemimpin dengan para bawahannya bersama- sama 
untuk melakukan kegiatan ibadah secara intensif. Yang pada intinya ialah 
bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari- hari dalam 
melakukan berbagai aktivitas maupun tidak. Hal tersebut control yang paling 
kuat yang bersumber dari diri seseorang bukan dari pihak lain maupun pihak 
luar. 
       Untuk pengawasan berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh aspek 
organisasi atau sebagain besar serta tidak ada batasnya pada bentuk kegiatan 
apa saja.
20
 Pengawasan dapat dilakukan oleh seorang pemimpin serta 
kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan unsur kemaslahatan umat 
sama halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW., salah satu ilmu fikih 
yang membahas mengenai pengawasan serta kebijakan hukum yang 
diterapkan diantaranya ialah : 
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 انخصسف عم انسعٍت يُٕط با يهصهحت




       Kedua, Yakni pengawasan akan lebih efektif apabila pengawasan juga 
dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan tersebut dapat berupa 
mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan yang berkaitan 
dengan bentuk penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara 
penyelesaian tugas dengan perencanaan tugas, dan lainnya. Selain bentuk 
tersebut terdapat juga bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak 
langsung yang akan diuraikan sebagai berikut:
22
 
a) Pengawasan Langsung  
Pengawasan langsung menjadi bagian dari salah satu fungsi 
manajemen yang merupakan bentuk tanggung jawab setiap pimpinan pada 
tingkat manapun. Pengawasan langsung ialah suatu sistema pengawasan 
yang dilakukan secara bersama secara aktif antara atasan dan bawahan, 
dari setiap karyawan atau pegawai dengan tujuan untuk mengetahui 
kemampuan dan kondisi setiap individu dengan penilaian yang lebih 
objektif.  
Beberapa pendapat ahli mengemukakan pengertian pengawasan 
langsung yakni : 
1) Pendapat Hanafi (1998:456) bahwa “pengawasan langsung ialah 
inspeksi teratur yang dilakukan secara periodic dengan mengamati 
kegitan atau produksi yang dapat diobservasi.”
23
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2) Pendapat Pidarta (2004:170), mengemukakan bahwa “pengawasan 
langsung adalah melakukan control pada waktu pekerjaan yang sedang 




3) Pendapat Situmorang. (1998:27), bahwa pengertian “pengawasan 
langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara perorangan atau 
pribadi oleh pimpinan/ pengawas dengan mengamati, meneliti, 
memeriksa sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan dan menerima 




Dari beberapa pendapat ahli tersebut bahwa pengawasan lansung ialah 
pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dengan cara 
melakukan inspeksi langsung, observasi ditempat, serta laporan ditempat 
pada waktu pekerjaan yang sedang berlangsung.
26
 
       Pengawasan langsung dapat dilakukan oleh dengan peninjauan pribadi 
yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat 
dengan sendiri bentuk pelaksanaan pekerjaan. Cara tersebut terdapat 
kelemahan, yang menimbulkan kesan terhadap bawahan bahwa mereka 
diamati langsung secara keras serta kuat sekali. Pendapat SP Siagian 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah 
apabila seorang pemimpin suatu organisasi atau badan melakukan sendiri 
terhadap bentuk kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bahwahannya. 
Termasuk badan pengawasan yang bertugas mengawasi jasa keuangan 
syari‟ah seperti Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan langsung dapat 
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berupa: inspeksi langsung, pengamatan langsung di tenpat atau lapangan, 
serta membuat laporan ditempat atau dilapangan.
27
 
       Sistem pengawasan internal harus mampu mengidentifikasi berbagai 
kegagalan dalam pengendaluan dan setiap penyimpangan dari dokumen, 
prosedur, dan proses jasa keuangan syari‟ah.
28
 Namun ada pula yang 
berpendapat bahwa cara ini yang terbaik karena melakukan kontak 
langsung antara badan pengawas dengan lembaga yang diawasi, dapat 
diperert, serta kesukaran dalam praktik dapat dilihat langsung dan tidak 
dapat dikacaukan oleh pendapat bahawahn sebagaimana mungkin terselip 
dengan cara menerima laporan tertulis. Mekanisme control dapat 
dilakukan dengan cara pengawasan langsung ini,
29
 
Langkah kerja pemeriksaan pengawasan yakni sebagai berikut : 
 Pemeriksaan terhadap kas keuangan sedikitnya tiga bulan sekali; 
 Meneliti apakah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan 
perlengkapan telah melakukan pemeriksaan penyimpanan barang 
inventaris yang dikelolanya, baik secara langsung melihat fisik 
barangnya maupun mellaui pembukuannya. Akan tetapi, karena banyak 
dan kompeksnya tugas tugas seorang pimpinan terutama dalam 
organisasi besar seorang pemimpin ti8dak mungkin dapat selalu 
menjalankan pengawasan langsung tersebut. Karena itu pula sering 
melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
30
 
b) Pengawasan Tidak Langsung 
Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan melalui 
proses jarak jauh karena pimpinan tidak terjun langsung untuk melakukan 
pengawasan terhadap bawahannya. Ada beberapa pendapat ahli mengenai 
pengawasan tidak langsung yaitu sebagai berikut: 
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1) Sarwoto (1998:101), mengemukakan bahwa pengawasan tidak 
langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melalui 
laporan yang disampikan oleh para bawahan, baik dalam bentuk 
laporan tertulis maupun secara lisan.
31
  
2) Situmorang (1998:27), mengemukakan bahwa defines pengawasan 
tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan dengan cara 
mempelajari laporan- laporan yang diterima dari pelaksanaan baik 
lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat- pendapat masyarakat 
dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.
32
 
       Beberapa definisi tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 
pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan oleh 
pimpinan dengan tidak turun langsung dilokasi untuk mengawasi 
pekerjaan sebagai pelaksana, melainkan mempelajari laporan- laporan, 
baik laporan lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh pelaksana 
pekerjaan akan tetapi memiliki kelemahan karena bisa saja pekerja yang 
menyampaikan laporan hanya hal- hal yang bersifat postif sja dengan 
tujuan untuk menyenangkan hati pimpinan.
33
 
       Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. 
Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang dilakukan oleh pihak 
jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk 
pengawasannya seperti sebagai berikut : 
1) Laporan lisan: maksudnya pengawasan disampaikan dengan 
mengumpulkan fakta- fakta melalui laporan lisan yang diberikan dari 
para bawahan. Dengan cara ini kedua pihak dituntut untuk aktif, 
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bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan 
atasan dapat bertanya lebih lanjut agar mendapatkan sejumlah fakta- 
fakta yang diperlukan. Pengawasan seperti ini dapat mempererat 
hubungan anatara pengawas dan yang diawasi dalam hal ini yakni 
Otoritas Jasa Keuangan bersama pihak Jasa Keuangan Syari‟ah.
34
 
2) Laporan tertulis: maksudnya suatu bentuk pertanggungjawaban 
bawahan kepada atasannya mengenai bentuk pekerjaan yang 
dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas- tugas yang telah 
diberikan kepadanya. Dengan adanya laporan tertulis maka pimpinan 
kesulitan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja 
yang berupa pendapa. Sisi keuntungannya yakni bahwa pimpinan 
dapat digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat 
digunakan untuk menyususn rencana atau kegiatan selanjutnya. 
3) Laporan khusus: maksudnya bahwa selain laporan lisan dan laporan 
tertulis menurut pengawasan masih terdapat satu teknik lagi, yakni 
pengawasan melalui laporan kepada hal- hal yang bersifat khusus. 
Pengawasan yang berdasarkan pengecualiaan (control by exception) 
ialah suatu sistem pengawasan dimana pengawasn tersebut ditujukan 
pada masalah pengecualian. Maka pengawasan hanya dilakukan bila 




       Arifin berpendapat bahwa kekuatan dari pengawasan tidak langsung 
ialah dibutuhkan waktu yang singkat, serta tidak perlu turun ke lapangan 
langsung. Disisi lain kelemahannya ialah bahwa hanya melaporkan hal- 
hal yang bersifat positif, namun pimpinan wajib mengetahui hal yang 
postif sekaliagus hal negatif untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam 
menyimpulkan serta salah dalam mengambil keputusan. Kesimpulannya 
adalah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila 
hanya bergantung kepada hal laporan saja. Namun kebijaksanaan 
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pengawasan organisasi dalam menggabungkan teknik pengawasan 




c) Pengawasan Berdasarkan Kekecualian 
Pengawasan berdasrkan kekecualian ialah pengawasan yang 
dikhususkan untuk kesalahan- kesalahan yang luar biasa dari hasil atau 
standar yang diharapkan. Pengendalian atau pengawasan ini dilakukan 
dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.
37
 
3. Pengawasan Syari’ah (Shariah Compliance) 
       Fungsi dasar bank syari‟ah secara umum hampir menyerupai dengan 
bank konvensional. Prinsip umum pengaturan dan pengawasan yang berlaku 
pada bank konvensional hal demikian juga berlaku pada ban syari‟ah. Akan 
tetapi, terdapat pengkhususan pada perbankan syari‟ah dalam hal 
melaksanakan kegiatan usahanya yang memiliki beberapa karakteristik yang 
menjadi pembeda dengan bank konvensional. Karakteristi tersebut dapat 
dijumpai pada pemenuhan ketentruan serta ketaatan pada prinsip syari‟ah 
dalam seluruh aktivitasnya, khususnya dalam hal pelarangan bunga yang 
diganti dengan sistem bagi hasil. Pemenuhan pada prinsip syari‟ah inilah 




       Shariah Compliance ialah suatu sistem kepatuhan yang memiliki 
penekanan  khusus pada aspek syari‟ah dengan berdasar pada ketentuan 
perundang- undangan dalam hukum positif, maupun peraturan dan kebijakan 
internal yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syari‟ah. Sehingga 
dapat kita ketahui bahwa Shariah Compliance ialah kewajiban bank syari‟ah 
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untuk memenuhi kepatuhan dalam prinsip syari‟ah. Dimana sistem 
pengawasan bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap syari‟ah sebagai 
bagian dari struktur pengendalian internal bank itu sendiri.
39
 
       Lembaga yang memiliki kewenangan untuk pengawasan kepatuhan 
syari‟ah dalam sistem hukum perbankan syari‟ah Indonesia ialah Dewan 
Pengawas Syari‟ah (selanjutnya disebut DPS).
40
 Sesuai ketentuan Pasal 32 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah bertugas 
untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan 
bank agar sesuai dengan prinsip syari‟ah”.
41
 Sehingga kedudukan DPS ialah 
sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsiup- prinsip syari‟ah 
dalam pengelolaan kegiatan perseroan.  
a) Dewan Pengawasa Syari‟ah (DPS) 
       Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS) ialah badan independen yang 
ditempatkan oleh Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) pada bank syari‟ah.
42
 
Tugas utama DPS ialah mengawasi operasional bank dan produk- produk 
agar sesuai dengan ketentuan syari‟ah.
43
 Adapun fungsi Dewan 
Pengawas Syari‟ah (DPS) ialah sebagai berikut: 
1) Melakukan pengawasan secara periodic pada LKS yang berada du 
bawah pengawasannya. 
2) Berkewajiban mengajukan usul- usul pengembangan LKS kepada 
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari‟ah 
Nasional. 
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3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang 
diawasinya kepada Dewan Syari‟ah Nasional sekurang- kurangnya 2 
kali dalam 1 tahun anggaran. 
4) Merumuskan permasalahan- permasalahan yang memerlukan 
pembahasan Dewan Syari‟ah Nasional.
44
 
       Sesuai dengan pemaparan tersebut, maka dapat dipahami bahwa 
DPS ialah perwakilan DSN yang diberikan tempat pada bank syari‟ah 
untuk melakukan pengawasan penerapan prinsip syari‟ah dalam lingkup 
lembaga keuangan syari‟ah. 
b) Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) 
       Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) ialah bagian dari Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang bertugas untuk menumbuh kembangkan penetapan 
nilai- nilai syari‟ah dalam kegiatan perekonomian yang pada umumnya 
dan sektor jasa keuangan pada khususnya. Adapun wewenang DSN 
anatara lain: 
1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama- nama yang akan 
duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syari‟ah. 
2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing- masing 
lembaga keuangan syari‟ah dan menjadi dasr tindakan hukum pihak 
terkait. 
3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departeman 
Keuangan dan Bank Indonesia. 
4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari‟ah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
DSN. 
                                                             
44




5) Mengususlkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
45
 
       Sesuai dengan pemaparan tersebut, maka dapat dipahami bahwa 
DSN ialah lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa atas 
jenis- jensi kegiatan, produk, dan jasa keuangan syari‟ah serta mengawasi 
penerapan fatwa tersebut di lingkup lembaga keuangan syari‟ah. DSN 
dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syari‟ah jika lembaga 
yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah 
ditetapkan.  
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
       Hamud M. Balfas didalam buku Hermansyah bahwa “OJK adalah 
lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 
Tahun 2011. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk melakukan fungsi 
pengawasan terhadap industry jasa keuangan secara terpadu”.
46
 
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk 
berdasarkan Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan 
di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan 
sektor jasa keuangan non- bank seperti Asuransi Dana Pensiun, Lembaga 
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya termasuk jasa keuangan 
syari‟ah. 
       Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari 
campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang- undang Nomor 21 tersebut. 
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       Tugas pengawasan industry keuangan non – bank dan pasar modal secara 
resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam- LK ke OJK pada 31 
Desember 2021. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK 
pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. 
       Pasal 4 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK 
menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar kseluruhan kegiatan di 
dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, 
akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen 
maupun masyarakat. 
       Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat 
mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga 
meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu OJK harus mampu 
menjaga kepentingan Nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, 
pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan 
tetap mempertimbangkan aspke positif globalisasi. OJK dibentuk dan 
dilandasi dengan prinsip- prinsip tata kelola yang baik yang meliputi 
independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran 
(fairness). 
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memliki visi yang menjadikan lembaga 
pengawas industry jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan 
konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industry jasa keuangan 
menjadi pilar oerekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat 
memajukan kesejahteraan umum. Adapun misi dari Otoritas Jasa Keuangan 
adalah : 
a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan didalam sektor jasa 
keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 




c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 
 
2. Landasan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
       OJK ialah lembaga negara yang dibentuk dengan berdasar pada Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011. 
Pembahasan Undang- Undang ini dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan tahun 2010 hingga dengan 
disahkannya Rancangan Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam 
siding Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011.
47
   
       Pembentukan Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara 
garis besar didasarkan pada 3 (tiga) landasan yakni: 
a) Landasan Yuridis 
       Secara yuridis pembentukan Undang- Undang OJK ialah Pasal 34 
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang 
mengamanatkan dibentuknya sebuah lembaga pengawas pada sektor jasa 
keuangan independen yang meliputi pengawasan perbankan, pasar modal, 




b) Landasan Sosiologis  
       Secara sosiologis proses pembentukan Undang- Undang OJK 
dilatarbelakangi pada kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang 
smekain kompleks serta saling terkait antar masing- maisng sebsektor 
keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
49
 Pembentukan OJK 
diarahkan untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang 
teratur, efisien dan menjamin adanya perlindungan nasabah maupun 
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masyarakat, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat melalui 




c) Landasan Filosofis  
       Secara filosofis OJK dibentuk dengan tujuan agar mampu mewujudkan 
perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan 
berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas serta seimbang 
disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil 
kepada seluruh rakyat Indonesia.
51
 
       Sesuai dengan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa dasar hukum 
OJK ialah Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (UU OJK), pembentukan Undang- Undang OJK secara yuridis 
didasarkan pada Pasal 34 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang  
Bank Indonesia. Undang- Undang tersebut mengamanatkan dibentuknya 
lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang selanjutnya 
disebut sebagai OJK. Adapun secara sosiologis pembentukan Undang- 
Undang OJK diarahkan dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi, 
persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara 
mekanisme pasar yang sehat melalui pengawasan lembaga keuangan yang 
terintegrasi. Sedangkan secara filosofis pembentukan Undang- Undang OJK 
dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan 
stabil serta berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada 
seluruh rakyat Indonesia.  
3. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan 
       OJK sebagai lembaga independen serta bebas campur tangan dari  pihak 
manapun, serta memiliki tujuan, fungsi, tugas, serta wewenang yang termuat 
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dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. 
a) Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
       Berdasarkan Pasal 4 dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan 
bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar 
keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan : 
1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 
2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan stabil; 
3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.52 
       Sesuai ketentuan Undang- Undang tersebut, sehingga dapat dipahami 
tujuan terbentukny OJK adalah sebagai penyelenggara pada bidang jasa 
keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan 
sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan 
daya saing perekonoian serta mampu melindungi kepentingan nasabah 
ataupun konsumen hingga masyarakat. 
b) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi yang disebutkan dalam 
Undang- Undang OJK menyebutkan :”OJK berfungsi menyelenggarakan 
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegarsi terhadap keseleuruhan 
kegiatan didalam sektor jasa keuangan”
53
 
       Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui fungsi OJK yakni 
melalkukan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh bentuk 
kegiatan sektor jasa keuangan. Dimana pengaturan dan pengawasan seluruh 
sektor jasa keuangan dilakukan secara independen OJK. 
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c) Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
       Dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan 
bahwa OJK dapat melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: 
1) Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan; 
2) Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Midal, dan  
3) Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
54
 
       Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa OJK bertugas dalam mengatur  
dan  mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan sektor jasa 
keuangan, yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, 
lembaga pembiayaan, lembaga dana pension, dan jasa keuangan lain. 
d) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
       Undang- Undang OJK dalam Pasal 7 mengatur mengenai kewenangan 
OJK untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, yaitu :
55
 
1) Pengaturan dan pengawasan megenai kelembagaan bank yang 
meliputi: 
 Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, 
anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan 
sumber daya manusia, merger, konsilidasi dan kuisisi bank, serta 
pencabutan izin usaha bank; dan  
 Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, 
produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 
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2) Pengaturan dan pengawasan menegnai kesehatan bank yang 
meliputi: 
 Likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio 
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, 
rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 
 Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 
 Sistem informasi debitur; 
 Pengujian kredit (credit testing); dan 
 Standar akuntansi bank; 
3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati- hatian bank, 
meliputi: 
 Manajemen resiko; 
 Tata kelola bank; 
 Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;  
 Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; 
dan  
 Pemeriksaan bank. 
       Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan tugas 
sebagai pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK memiliki 
kewenangan dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek microprudential 
bank yang meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank, dan aspek kehati- 
hatian bank. 
C. Bank Syari’ah 
1. Definisi Bank Syari’ah 
       Bank syari‟ah secara yuridis normative diakui keberadannya di 
Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normative tercatat dalam 
peraturan perundang- undangan di Indonesia. Mulai tahun 2008 perbankan 
syari‟ah di Indonesia memiliki Undang- Undang tersendiri, yaitu Undang- 
41 
 
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah yang disahkan 
pada tanggal 16 Juli 2008.  
       Sebelum terbentuknya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, 
praktik operasional perbankan syari‟ah berdasar kepada Undang- Undang 
Perbankan Umum sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Nomor 
110 Tahun 1998 serta regulasi Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat 
Edaran Bank Indonesia. Pengaturan mengenai perbankan syaraih dalam 
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu 
diatur secara khusus dalam suatu undang- undang tersendiri, yaitu 
sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008.
56
 
Terbentuknya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 diharapkan akan 
memberikan landasan hukum yang kuat bagi industry perbankan syari‟ah 
untuk pengembangan betrbagai produk dan jasa perbankan syari‟ah 
dengan tetap mengacu kepada prinsip syari‟ah dan prinsip kehati- hatian.
57
 
       Berdasarkan pemaparan tersebut, kita ketahui bahwa banka syari‟ah 
secara yuridis normatif tercatat dalam bebarapa peraturan perundang- 
undangan di Indonesia diantaranya, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Thaun 1998, dan terakhir pada 
tahun 2008 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah. Undang- Undang ini mengatur tentang perbankan 
yang berdasarkan prinsip syari‟ah sehingga perbankan syaraih telah 
mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.  
       Secara etimologi perbankan syari‟ah adalah segala sesuatu yang 
menyangkut tentang bank syari‟ah dan unit usaha syaraih, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
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kegiatan usahanya. Bank syari‟ah mempunyai fungsi menghimpun dana 
dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik 
dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang 
membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.
58
 
Sedangkan secara terminologi bank syari‟ah adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari‟ah dan menurut 




       Perbankan syari‟ah merupakan suatu sistem perbankan yang 
dikembangkan berdasarkan syari‟ah (hukum) Islam. Prinsip yang dianut 
oleh sistem perbankan syari‟ah merujuk pada kaidah muamalah dimana 
manusia bebas (diperbolehkan) untuk melakukan beragam aktifitasnya 
kecuali terhadap hal- hal yang menurut Al- Qur‟an, Hadist dan pendapat 
umum para ulama dinyatakan dilarang. Ini berarti transaksi bisnis apapun 
pada umumnya dibenarkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga 
(riba), spekulasi (maysir) dan tipu muslihat/ keraguan (gharar).
60
 
       Yang kita ketahui sistem yang digunakan pada bank syari‟ah adalah 
bagi hasil pada akhir tahun (bukan sistem bunga). Dan return yang 
diberikan kepada nasabah pemilik dana pun ternyata lebih besar daripada 
bunga deposito pada bank konvensional. Itulah beberapa alasan mengapa 
bank berdasarkan prinsip syari‟ah tidak terpengaruh dengan krisis yang 
terjadi. Dalam satu dekade ini perkembangan sistem ekonomi syari‟ah di 
Indonesia semakin pesat. Fenomena bank syari‟ah di Indonesia dimulai 
dengan berdirtinya Bank Muamalat Indonesia yang operasinya diresmikan 
pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Syari‟ah 
pertama di Indoensia kemudian berkembang Bank Syari‟ah Mandiri 
(BSM) yang merupakan hasil konversi siste operai perbankan dari 
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oonvensional ke sistem syari‟ah yang pada 19 November 1999 resmi 
mengikuti Bank Muamalat dalam menerapkan sistem syari‟ah. Melalui 
dengan Dual Banking System, artinya suatu badan usaha perbankan 
memiliki dua sistem operasional sekaligus yaitu konvensional dan 
syari‟ah, pertumbuhan lembaga perbankan syari‟ah semakin meningkat. 
2. Dasar Hukum Bank Syari’ah 
       Keberadaan Bank Syari‟ah secara yuridis normative diakui di Negara 
Indonesia. Secara yuridis normatif pengakuan tersebut tercatat di peraturan 
perundang- undangan Indonesia. Dimulai pada tahun 2008 perbankan 
syari‟ah memiliki undang- undang sendiri yakni Undang- Undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah disahkan pada 16 Juli 2008. 
       Sebelum dibentuk Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan 
operasional perbankan syarih didasarkan pada Undang- Undang Perbankan 
Umum sebagaiaman tercatat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 
1992 yang selanjutnya diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 
1998 serta regulasi Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat Edaran 
Bank Indonesia. Peraturan mengenai perbankan syari‟ah dalam Undang- 
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tetapi belum spesifik, sehingga masih 
perlu diatur secara lebih khusu dalam suatu undang- undang tersebut 
secara tersendiri, yaitu sebagaimana termuat dalam Undang- Undang 
Nomor 21 Tahun 2008. Dengan terbentuknya Undang- Undang Nomor 21 
Tahun 2008 diharapkan agar dapat memberikan landasan hukum yang kuat 
bagi industry perbankan syari‟ah untuk pengembangan berbagai produk 




       Dari penjelasan tersbeut, sehingga dapat dipahami bahwa bank 
syari‟ah secara yuridis normative tercatat dalam peraturan perundang- 
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undangan di Indonesia diantaranya, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 992 
tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas uNdang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1998, dan terakhir pada 
tahun 2008 dikeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syari‟ah. Undang- Undang ini mengatur tentang perbankan yang 
berdasarkan prinsip syari‟ah sehingga perbankan syari‟ah telah 
mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indoensia.  
3. Jenis- jensi Bank Syari’ah  
       Bank syari‟ah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha 
dengan berdasar pada prinsip syaruah dan menurut jenisnya terdiri dari 
beberapa sebagai berikut : 
a) Bank Umum Syari‟ah (BUS) 
Berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang- Undang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari‟ah yang diketahui tentang Bank 
Umum Syari‟ah ialah : “Bank yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
62
 Keberadaan Bank Umum 
Syari‟ah tertelatk di bawah koordinasi bankkonvensional, sehingga 
seluruh kegiatannya terpisah dengan bank konvensional.
63
  
b) Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah (BPRS) 
Sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syari‟ah Pasal 1 angka (9) BPRS ialah : “Bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari‟ah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
64
 
       Berdasar pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan 
operasional BPRS tidak dapat melakukan transaksi lalu lintas pembayaran 
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maupun melakukan kegiatan lain yang dilarang sehingga fungsi BPRS 
hanya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana. 
4. Prinsip Dasar Operasional Bank Syari’ah  
       Veithzal Rivai menjelasakan bahwa prinsip dasar dalam bank syari‟ah 
untuk menjalankan operasionalnya ialah sebagai berikut : 
a) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi. 
b) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada 
memperoleh keuntungan yang sah menurut syari‟ah. 
c) Memberikan zakat.65 
       Sedangkan menurut Sumar‟in prinsip dasar operasional bank syari‟ah 
meliputi : 
a) Menghindari riba, karena dalam riba mengandung unsur ketidakadilan 
dan dapat merusak prinsip kemitraan. 
b) Memperlakukan uang hanya sebagai bentuk alat tukar dan bukan 
sebagai komoditi yang diperdagangkan. 
c) Pembiayaan hanya dilakukan terhadap berbagai aktivitas ekonomi 
maupun kebutuhan nasabah yang tidak bertentangan dengan syari‟ah. 
d) Tidak membenarkan transaksi spekulatif (maysir), gharar, dan riba. 
e) Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syari‟ah memposisikan diri 
sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan lender & 
borrower sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional. 
f) Akad transaksi yang sudah disepakti dengan nasabah tidak akan 
mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya 
terjadi gejolah moneter.
66
 Dalam proses transaksi akad harus terdapat 
saksi baik oleh perempuan maupun laki- laki. Dalam transaksi non 
tunai kesaksian satu (1) laki- laki dan dua (2) perempuan. Kesaksian 
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perempuan dan laki- laki itu sama diantara keduanya tidak terdapat 
perbedaan. Seorang perempuan dapat menjadi saksi dengan sendirinya 
apabila hal tersebut ia saksikan sendiri sedangkan saksi perempuan 
lainnya dapat berfungsi untuk pendamping (pengingat).
67
  
       Dari kedua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa yang menjadi 
prinsip dasar operasional bank syari‟ah menjadi ciri khusus yang dapat 
membedakan antara bank syari‟ah dan bank konvensional. Hal tersebut 
terlihat dari berbagai kegiatan operasional bank syari‟ah yang melarang 
bentuk riba dalam berbagai bentuk transaksi. Termausk untuk menjalankan 
bisnis serta memberukan bentuk pembiayaan yang berbasis untuk 
memperolh keuntungan yang sah melalui transaksi yang berdasar pada 
aakad yang diakui syari‟ah. Selain itu pula bank syari‟ah juga memiliki 
peran sebagai badan sosial yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan 
menyalurkan dana sosial berupa zakat, infak, maupun shadaqah. 
       Untuk menjalankan operasionalnya, bank syari‟ah memiliki prinsip- 
prinsip dasar untuk melaksanakan operasional produk perbankan syari‟ah 
yaitu sebagai berikut : 
a) Prinsip titipan atau simpanan 
Prinsip titipan atau simpanan dalam fiqh Islam dikenal dengan prinsip 
al-wadi‟ah yang memiliki makna sebagai titipan murni yang berasal 
dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baiik berupa individu maupun 




b) Prinsip Bagi Hasil (Prifit- Sharing) 
Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil ialah sebuah bentuk 
penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam 
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  Prinsip bagi hasil secara umum yang dilakukan 
dalam perbankan syari‟ah terdapat empat akad utama, yakni 
musyarakah, mudharabah, muzara‟ah, dan musaqah. Akan tetapi 
prinsip yang umum digunakan dalam bank syari‟ah adalah musyarakah 
dan mudharabah, sedangkan muzara‟ah dan musaqah khusus dipakai 
dalam hal pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.
70
 
c) Prinsip jual beli  
Dalam fiqh istilah jual beli dikenal dengan al-bai‟ sebagai menjual, 
mengganti dan menukar sesuai dengan sesuatu yang lain.
71
 Penerapan 
prinsip jual beli sebagai salah satu cara yang ditempuh bank dalam 
rangka menyalurkan dana kepada masyarakat, adapun produk bank 
syari‟ah yang didsarkan pada akad jual beli tersebut terdiri dari 
mudharabah, salam, dan istishna.
72
 
d) Prinsip sewa 
Dalam perbankan syari‟ah prinsip sewa dikenal dnegan ijarah.
73
 
Menurut Sumar‟in bentuk akad dalam prinisp sewa dapat berupa : 
1) Ijarah ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam 
waktu tertentu mellaui oembayaran upah sewa, tanpa dikuti 
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 
2) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) ialah ijarah yang membuka 




Berdasarkan pemaparan tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa 
prinsip sewa merupakan bentuk perjnajian yang berkaitan dengan 
pemberian keuntungan kepada pihak penyewa berupa biayaan sewa 
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baik dengan bentuk perpindahan kepemilikan maupun tanpa 
perpindahan kepemilikan. 
e) Prinsip Jasa 
Dalam perbankan syari‟ah prinsip jasa diterapkan dalam akad wakalah, 
kafalah, hawalah, rahn, dan qard.
75
 Prinsip jasa ialah prinsip yang 
bersifat mendukung dan melengkapi terhadap prinsip- prinsip dasar 
lainnya, karena dalam kelompok jasa tersebut biasanya menggunakan 
sebagai akad tambahan yang bersifat jaminan atau menjamin terhadap 
produk atau akad lainnya. 
       Sehingga dari pemaran tersebuyt, dapat diketahui nahwa prinsip dasar 
pelaksanaan operasional produk bank syari‟ah terdiri dari prinsip titipan atau 
simpanan, prinsip bagi haisl, „prinsip jual beli, prinsip sewa dan jasa. Dalm 
prinsip tersebut digunakan dalam akad wadi‟ah, mudharabah, musyarakah, 
murabahah, salam, istishna‟, ijarah, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, dan 
qard. 
 
D. Siyasah Syar’iyyah 
1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah 
        Siyasah Syar‟iyyah terdiri atas dua kata yaitu siyasah dan syar‟iyyah. 
Kata Siyasah secara etimologis (bahasa), berasal dari kata sasa-yasusu-
Siyasah yang berarti mengurus, mengatur, dan memerintah. Dapat 
diartikan sebagai pemerintahan dan politik atau oembuat kebijakan serta 
mengambil keputusan.
76
 Sedangkan secara terminologis (istilah), Siyasah 
disini didefinisikan oleh para yuris Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn‟Aqil, 
“Siyasah dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat membawa 
rakyat agar bisa lebih dekat dengan kemaslahatan dan jauh dari 
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kemudharatan, meskipun Rasulullah tidak menyampaikannya dan Allah 
SWT-pun tidak menurunkan wahyu untuk mengatur hal tersebut”.
77
 
       Kata sya‟iyyah bisa disebut juga syariat secara etimologis (bahasa), 
sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi as- Shiddieqy adalah “Jalan tempat 
keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun”
78
 yang 
selanjutnya oleh orang- orang Arab diartikan sebagai at-thariqah al-
mustaqimah, yaitu sebuah jalan yang lurus yang harus diikuri oleh umat 
Islam.
79
 Sedangkan secara terminologi (istilah), syar‟iyyah diartikan 
sebagai hukum atau aturan yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-
Nya untuk diikuti. Ulama- ulama Islam juga mendefinisikan pengertian 
dari syariat atau syar‟iyyah yaitu suatu peraturan yang ditetapkan oleh 
Allah agar manusia dapat berperang teguh kepadanya dalam hubungannya 
dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya sesame muslim, 




       Dengan demikian, definisi Siyasah Syar‟iyyah juga dipertegas oleh 
Abdurrahman Taj yang memberikan pengertian sebagai hukum- hukum 
yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat 
sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar- dasarnya yang universal 
demi terciptanya tujuan- tujuuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan 
tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al- Qur‟an maupun al- Sunnah.
81
 
       Abdul Wahab Kallaf pun juga menjelaskan bahwa Siyasah Syar‟iyyah 
yaitu sebuah kewenangan yang dimiliki oleh para penguasa dan/atau 
pemerintahan guna menetapkan sebuah kebijakan politik yang bertujuan 
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untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat melalui aturan yang 
dikeluarkan oleh para penguasa dan/ atau pemerintah dengan tidak 




       Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Siyasah Syar‟iyyah adalah 
seperangkat aturan yang disusun oleh para penguasa dan/ atau pemerintah 
yang biasanya bersifat memaksa dan juga bersifat mengikat, serta aturan 
ini harusnya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Dimana 
tujuan dari Siyasah Syar‟iyyah yaitu untuk mengatur serta mengurusi 
kehidupan masyarakat, dan untuk mendamaikan perselisihan atau 
permasalahan yang biasa terjadi didalam masyarakat sesuai dengan 
ketentuan dan aturan yang dianjurkan oleh syariat Islam. 
2. Tujuan Siyasah syar’iyyah 
       Dilihat dari defenisi siyasah syar‟iiyah sebelumnya, maka dasar 
utama dari adanya Siyasah Syar‟iyyah yaitu memberikan keyakinan 
bahwa syariat Islam memang diturunkan demi kemaslahatan umat 
manusia didunia dan diakhirat dengan cara menegakkan keadilan dengan 
seadil- adilnya meskipun caranya tidak terdapat secara jelas dalam Al- 
Qur‟an dan Sunnah. 
       Serta tujuan yang paling utama dari Siyasah Syar‟iyyahyaitu guna 
terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan juga guna 
menjelaskan bahwasanya Islam menghendki terciptanya suati sistem 
politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia 
disemua zaman dan disemua negara.
83
  
       Sehingga, dapat kita tarik bahwa esensi dari Siyasah Syar‟iyyah ialah 
kebijakan penguasa dalam menciptakan kemaslahatan dengan tetap 
mematuhi rambu- rambu syariat. Yang dimana rambu- rambu syariat 
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dalam siyasah itu adalah : (1) dalil- dalil kully dari Al- Qur‟an maupun 
dari al- Hadist; (2) maqashid al- syari‟ah; (3) semangat ajaran Islam; (4) 
kaidah- kaidah kulliyah fiqhiyah. 
3. Dasar Hukum Siyasah Syar’iyyah 
       Dasar hukum Siyasah Syar‟iyyah terdapat dalam Q.S al-Nisa/4: 59 
yang berbunyi; 
 ٌْ ُُْكْىۚ فَِا أُِنى اًْلَْيِس ِي َٔ َل  ْٕ ُظ ٍْعُٕا انسَّ اَِط َٔ ٍْعُٕا ّللٰاَ  ا اَِط ْٰٕٓ َيُُ ٍَ ا  ٌْ ا انَِّر َٓ ٰٓاٌَُّ  ٌ
ٌَ بِاّلٰلِ  ْٕ ُْخُْى حُْؤِيُُ ٌْ ُك ِل اِ ْٕ ُظ انسَّ َٔ ُِ اِنَى ّللٰاِ  ْٔ ٍء فَُسدُّ ًْ ًْ َش ِو  حََُاَشْعخُْى فِ ْٕ اْنٍَ َٔ
ًٌْلا  ِٔ ْ ٍُ حَأ اَْحَع َّٔ ٌٍْس  ِنَك َخ
ِخِسۗ ذ  ٩٥ -ࣖ اًْل   
Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 
kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 
Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
84
 
       Asbabun Nuzul dari ayat tersebut yakni Al- Buhari meriwayatkan dengan 
ringkas bahwa Ad- Dawudi mengatakan, “ini adalah kebohongan yang 
dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Karena sesungguhnya Abdullah bin 
Hudzafah memimpin serombongan pasukan. Dia marah dan memulai 
peperangan dengan berkata, „serang!‟ Sebagian dari pasukannya tidak mau 
melakukan perintahnya dan sebagian lagi ingin melaksanakannya” dia 
berkata lagi, “Jika ayat ini turun sebelum peristiwa ini, bagaimana mungkin ia 
mengkhususkan ketaatan kepada Abdullah bin Hudzafah dan tidak kepada 
yang lain ? dan jika ayat ini turun setelah peristiwa itu seharusnya hanya 
dikatakan kepada mereka, „Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan, 
dan bukan, „Mengapa kalian tidak meanaatinya?” Al- Hafizh Ibnu Hajar 
menjawab pertanyaan ini bahwa maksud dari kisah ayat, “Kemudian, jika 
                                                             
84
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al- Qur‟an dan Terjemahannya (Surabaya: 
Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 87. 
52 
 
kamu berbeda pendapat tentang sesuatu… adalah mereka berselisih dalam 
menunaikan perintah untuk taa dan tidak melaksanakan perintah itu karena 
menghindari api peperangan. Jadi, ayat ini sesuai jika tutun pada mereka 
untuk memberitahukan mereka apa yang hendaknya mereka lakukan ketika 
berselisih, yaitu mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah 
dan Rasulullah saw… Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada 
peristiwa yang terjadi pada Ammar bin Yasir bersama Khalid bin Walid. 
Ketika itu Khalid bin Walid adalah seorang gubernur. Pada suatu hari Ammar 
mengupah seseorang tanpa perintah Khalid, maka keduanya pun bertengkar, 
sehingga turunlah firman Allah tersebut.
85
 
       Dalam tafsir Jalalain bahwa taatlah kamu Kepada Allah dan kepada 
Rasul- Nya serta para pemegang urusan maksudnya ialah para penguasa 
yakni jika mereka menyuruhmu agar kamu menaati Allah dan Rasul-Nya. 
Dan jika kamu berbeda pendapat dari keduanya ataupun berselisih paham 
tentang sesuatu makan hal tersebut kembalikanlah kepada Allah yang 
maksudnya ialah kepada kitab- kitab- Nya serta kepada Rasul sunnah- 
sunnah-Nya artinya selidikilah hal tersebut pada keduanya yakni jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhir.
86
 
       Tafsir al- Misbah menjelaskan bahwa dalam ayat ini menjelaskan atas 
kewajiban masyarakat untuk taa kepada ulil amri. Mengisyaratkan untuk 
berbagai lembaga hendaknya diwujudkan umat Islam dalam menangani 
urusan yakni lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Serta menekankan 
kepada pentingnya untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah dan Rasul- 
Nya, khususnya apabila terjadi perbedaan pendapat. Sesungguhnya 
Rasulullah SAW. diutus hanya untuk ditaati. 
87
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       Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketaatan yang dimakasud didalam ayat 
tersebut mengisyaratkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. baik 
yang diperintahkan oleh Allah SWT. secara langsung dalam Al- Qur‟an 
maupun yang dijelaskan oleh Rasul SAW. Melalui hadits-Nya. Dan kemudian 
taatlah kita kepada ulil amri, yaitu para ulama, hakim, panglima perang dan 
seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kita kembali dalam 
kebutuhan dan kemaslahatan umum. Dan apabila para Ahlu „I-Halli wa „I- 
„Aqdi dari kalian telah ber-ijma (bersepakat) atas suatu urusan diantara 
kemaslahatan- kemaslahatan umat yang tidak ada nash-nya dari Allah, dan 
kemudian tanpa adanya paksaan maka menaati kesepakatan tersebut adalah 
kewajiban.
88
 Akan tetapi ada batasan ketaatan kita kepada para ulil amri 
tersebut, yang ditegaskan langsung oleh Rasul SAW. Bahwa : “la tha‟ ata lu 
najhliqin fi ma‟ shiyati al- khaliq‟ yang artinya: “tidak dibenarkan taat 
kepada seorang makhluk dalan kemaksiatan kepada Khaliq”. Dan 
sebaliknya, jika perintah tersebut tidak mengandung kedurhakaan, maka 
mereka wajib menaatinya. Serta ayat ini menekankan bahwa perlunya 
mengembalikan segala sesuatu kepada Allah SWT. dan Rasul SAW. ketika 
terdapat perbedaan pendapat diantara para ummat muslim (qiyas),
89
 karena 
pengemablian sesuatu kepada Allah SWT dan Rasul SAW. itu lebih baik, 
karena hal tersebut merupakan asas yang paling kokoh untuk menjalankan 




       Dasar hukum Siyasah Syar‟iyyah juga terdapat dalam hadist yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait dengan sikap seorang pemimpin 
sebagai berikut : 
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 ِّ ٍْ ِ َصهَّى هللاُ َعهَ ْعُج َزُظَٕل ّللَاَّ ًِ ُُّْ قَاَل : َظ ُ َع ًَ ّللاَّ ٍِ ٌََعاٍز َزِض ٍْ َيْعِقِم ْب َع
 ٍْ َظهََّى ٌَقُُٕل: َيا ِي َٕ َغاغٌّ َٔ ُْ َٔ ُٕث,  ًُ َو ٌَ ْٕ ُٕث ٌَ ًُ ُ َزِعٍَّتا, ٌَ ِّ ّللاَّ َعْبِد ٌَْعخَْسِعٍ
ِّ اَْنَجَُّتَ  ٍْ ُ َعهَ َو ّللَاَّ , إًِلَّ َحسَّ ِّ  ِنَسِعٍَّخِ
Artinya: “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk 
memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih 
berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah 
mengharamkan surge untuknya.” (Muttafaq alaih)
91
      
       Dibawah ini penjelasan mengenai empat ketaatan kita kepada sumber 
hukum dari Siyasah Syar‟iyyah, yaitu: 
a) Al- Qur‟an  
       Al- Qur‟an secara etimologis (bahasa) berasal dari kata qara‟a-yaqra u‟-
qira‟ atan- qur‟anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. 
Sedangkan secara terminologis (istilah) yaitu merupakan kalamullah yang 
diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. dan sampai 
kepada kita secara mutawatir serta jika kita membacanya dan 
mengamalkannya berfungsi sebagai ibadah.
92
 
       Al- Qur‟an merupakan sumber hukum Islam pertama dan merupakan 
sumber pokok dari Siyasah Syar‟iyyah, yang dimana sumber pokok ini akan 
menjadi acuan bagi para pemegang kekuasaan dan pemerintahan guna untuk 
dapat menciptakan peraturan perundang- undangan dan mengatur untuk 
kehidupan masyarakat. 
b) Hadist 
       Secara etimologis (bahasa) hadits berasal dari kata hadist- yahadist yang 
artinya al-jadid “sesuatu yang baru” atau khabar “berita atau ungkapan”.
93
 
Hadits juga secara bahasa berarti “Sesuatu yang dibicarakan dan dinukilkan”. 
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Sedangkan hadits menurut terminologis (istilah) yaitu apa yang disandarkan 
kepada Nabi SAW. baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah 
beliau, baik sebelum kenabian maupun sesudahnya.
94
 Menurut ahli ushul 
fikih, hadist adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan 
kepada Rasulullah SAW. setelah kenabian. 
       Hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al- Qur‟an akan 
menjelaskan persoalan- persolan yang belum jelas secara detail dan oleh 
hadist akan lebih dijelaskan secara detail lagi, terkecuali pada persoalan yang 
memang dan seharusnya bersifat umum.
95
 
c) Ijma  
       Secara etimologi, ijma mengandung dua arti, yaitu al-itiqaf atau 
kesepkatan dan al- „azm atau ketetapan. Adapun secara terminologis (istilah) 
ijma dalam istilah ahli ushul adalah kesepakatan semua para mujtahid dari 
kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul SAW. atas syara‟.
96
 
Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma adalah kesempatan para 





       Qiyas menurut etimologi (bahasa) ialah pengukuran sesuatu dengan yang 
lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.
98
 Sedangkan menurut 
terminologi (istilah) qiyas yaitu menetapkan hukum dari suatu kejadian atau 
peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada 
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sesuatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya 
berdasarkan nash karena ada persamaan „illat antara keduanya. 
       Penggunaan metode al- Qiyas, hukum sesuatu masalah dapat diterapkan 
untuk masalah lain pada masa dan tempat yang berbeda pula, namun jika 
masalah- maslaah tersebut mempunyai ilat hukum yang sama dengan hukum 
yang pertama. Penggunaan al- Qiyas sangat bermanfaat terutama dalam 
memecahkan masalah baru, akan tetapi tidak semua masalah dapat 




       Berdasarkan penjelasan tersebut maka sumber hukum Siyasah Syar‟iyyah 
terdiri dari Al –Qur‟an dan Hadist sebagai sumber utama dalam menetapkan 
hukum, kemudian perkembangan ilmu dan kesepatana para ulama disepakati 
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SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 
TERHADAP PERBANKAN SYARI’AH MENURUT UNDANG- UNDANG 
NOMOR 21 TAHUN 2011  
A. Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi sebagai penyelenggara 
sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 dari Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan 
pengaturan dan pengawasan terhadap:
1
 
1. Kegiatan jasa keuagan di sektor Perbankan; 
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; 
3. Kegiatan jasa keuagan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, 
4. Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 




1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (Right to license), 
yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian 
suatu bank, meliputi pemberian izin, pencabutan izin usaha bank, 
pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, 
pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, 
pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha 
tertentu.  
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Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, Pasal 6.  
2
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-
Pengawasan-Perbankan.aspx, diakses Pada Hari Kmais, 24 Juni 2021 Pukul 11:24 WITA. 
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2. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (Right to regulate), yaitu 
untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan 
perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi 
jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.  
3. Kewenangan untuk mengawasi (Right to control) yaitu: 
a. Pengawasan bank secara langsung (on-site supervision) terdiri dari 
pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk 
mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk 
memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, 
serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat 
yang membahayakan kelangsungan usaha bank. 
b. Pengawasan tidak langsung (off-site supervision) yaitu pengawasan 
melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan 
bank, laporan hasil pemeriksaan dan lainnya.  
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (Right to impose sanction), yaitu 
untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. 
Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai 
dengan asas perbankan yang sehat.  
5. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan (Right to investigate) yaitu, 
sesuai dengan UU, OJK mempunyai kewengan untuk melakukan 
penyelidikan di sektor keuangan termasuk perbankan. Penyelidikan 
dilakukan oleh penyelidik Kepolisian RI dan Pejabat Pegawai Negeri 
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Sipil di Lingkungan OJK. Hasil penyelidikan disampaikan kepada Jaksa 
untuk dilakukan penuntutan. 
6. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (Right to 
Protect), yakni kewenangan dalam melakukan perlindungan konsumen 
berupa pencegahan kerugian Konsumen serta masyarakat, pelayanan 
pengaduan konsumen, serta pembelaan hukum.  
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang 
dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa 
keuangan yang tetap bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia 
(BI) selaku bank sentral.  
B. Sistem Pengawasan OJK terhadap Perbankan Syari’ah  
       Bank Syari’ah pada umumnya mempunyai struktur organisasi yang sama 
dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Akan 
tetapi, terdapat hal yang menjadi pembeda antara bank syari’ah dengan bank 
konvensional, yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). 
Perbankan Syari’ah selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga 
diawasi oleh DPS. 
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai fungsi pengatur dan pengawas 
dalam kegiatan jasa keuangan tidak hanya bagi penyelenggara jasa keuangan 
konvensional, akan tetapi juga pada penyelenggara jasa keuangan syari’ah, 
meskipun pengaturan pengawasan pada lingkup syari’ah tidak jelas secara 
rinci dalam UU OJK. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 pengawasan dilakukan 
terhadap perbankan syari’ah, meskipun dalam UU OJK tidak dijelaskan 
secara komprehensif dalam memberikan arahan dan regulasi untuk 
menentukan ruang gerak bagi jasa keuangan syari’ah dalam beroperasi. 
Namun, yang kita ketahui bahwa fungsi pengawasan secara terintegrasi telah 
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dilakukan upaya maupun langkah- langkah persipan dan periode transisi telah 
ditetapkan sehingga OJK telah siap melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai lembaga pengawas jasa keuangan baik konvensional 
maupun syari’ah secara terintegrasi.
3
  
       Peralihan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tidak hanya ditunjukan 
untuk kepentingan lembaga- lembaga keuangan Syari’ah namun juga sebagai 
bagian dari tanggungjawab mereka untuk memberikan rasa aman dan nyaman 
terhadap konsumen jasa keuangan syari’ah yang memakai jasanya. 
Perlindungan konsumen dalam ranah pengawasan terutama berkaitan dengan 
jasa keuangan syari’ah, bagian dari melaksanakan amanat dalam menjaga 
keseimbangan dan kemaslahatan individu dan bersama. Amanat tersebut 
berkaitan dengan komitmen Islam dalam menuntut agara semua sumber daya 
yang tersedia bagi umat manusia, amanat suci dari Tuhan digunakan dala 
mewujudkan maqahid al- Syari’ah. 
       Otoritas Jasa Kaeuangan (OJK) berperan sebagai lembaga yang 
independen memiliki wewenang mengatur dan mengawasi lembaga- lembaga 
keuangan di Indonesia baik konvensional maupun syari’ah. Namun kata 
syari’ah tidak hanya disebutkan satu kali, hal ini sudah mewakili bahwa OJK 
mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi jasa keuangan berbasis 
syari’ah. Sesuai yang termuat dalam pasal- pasal Undang- Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap jasa keuangan syari’ah sesuai dengan Pasal 9, Otoritas 
Jasa Keuangan memiliki wewenang: 
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 
keuangan; 
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan pengawasan yang dilakukan oleh 
kepala eksekutif; 
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https://www.ojk.go.id/id/kanal/syari’ah/tentang-syari’ah/Pages/PBS-dan-
kelembagaan.aspx, diakses Pada Hari Senin, 15 Juni 2021 Pukul 20:08 WITA   
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3. Melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 
konsumen, dan tindakan lain terhadap lemabga jasa keuangan, pelaku, 
dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan perundang- undangan disektor jasa keuangan; 
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/ atau 
pihak tertentu; 
5. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan perundangan- undangan di sektor jasa 
keuangan; dan  
6. Memberikan dan/ atau mencabut: 
a. Izin usaha 
b. Izin orang perseorangan 
c. Efektifnya pernyataan pendaftaran 
d. Surat tanda daftar 
e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha 
f. Pengesahan 
g. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan 
h. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundnag- 
undangan disektor jasa keuangan lain.
4
 
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan tugas dan wewenangnya 
untuk pengawasan berdasarkan pada asas- asas sebagai berikut: 
1. Asas independensi, yaitu independen untuk pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewennag OJK, dengan berdasar pada 
peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
2. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan dan keadilan 
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; 
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Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, Pasal 9. 
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3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi 
kepentingan konsumen serta masyarakat serta memajukan kesejahteraan 
umum; 
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan 
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, 
serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang- undangan; 
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap 
berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 
6. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh terhadap nilai- nilai 
moral dalam setiap tindakan serta keputusan yang diambil dalam 
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan 
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggraaan Otoritas Jasa Keuangan 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
5
 
       Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan syari’ah 
menggunakan pendekatan teoritis dan empiris yaitu pengawasan yang 
disesuaikan dengan aturan yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Model pengawasan yang 
digunakan yakni Unified Supervisory Model yakni pengaturan dan 
pengawasan terhadap jasa keuangan oleh otoritas terintegrasi yang mencakup 
perbankan, pasar modal, asuransi, serta lembaga keuangan lainnya.  
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap jasa 
keuangan syari’ah khususnya kepada Perbankan Syari’ah terhadap kepatuhan 
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sistem dan mekanisme perbankan syari’ah yang dikenal dengan sistem 
Syari’ah Compliance. 
C. Sistem Pengawasan OJK terhadap Perbankan Syari’ah Menurut 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 
       Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh 
dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan 
seimbang di semua sektor Pengalihan Fungsi Pengawasan Lembaga 
Perbankan perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada 
seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional 
harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan 
perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh 
ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.  
              Adapun kewenangan yang dimiliki oleh OJK adalah sebagai berikut :
6
 
1. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan 
Bank yang meliputi : 
 Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran 
dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya 
manusia, merger, konsilidasi dan akusisi bank, serta pencabutan izin 
usaha bank; 
 Kegiatan usaha bank, anatara lain sumber dana, penyediaan dana, 
produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; 
 Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi 
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasion kecukupan, 
modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasion pinjaman 
terhadap sumapanan dan percadangan bank; laporan bank yang terkait 
dengan ksehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian 
kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank; 
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 Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati- hatian bank, 
meliputi: manajemen resiko; tata kelola bank; prinsip mengenal 
nasabah dan anti pencurcian uang; dan pencegahan pembiayaan 
terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank. 
2. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non- Bank) 
meliputi: 
 Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 
 Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; 
 Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; 
 Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis 
terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; 
 Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute 
pada lembaga jasa keuangan; 
 Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, 
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; 
 Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa 
keuagan. 
3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non- bank) 
meliputi; 
 Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 
keuangan; 
 Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 
Kepala Eksekutif; 
 Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan 
konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuagan, pelaku, 
dan atau penunjang kegaiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan; 




 Melakukan penunjukan pengelola statute; 
 Menetapkan penggunaan pengelola statute; 
 Menetapkan sanksi administartif terhadap pihak yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa 
keuangan; 
 Memberikan dan atau mencabut izin usha, izin orang perseorangan, 
efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan 
melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan 
pembubaran dan penetapan lain. 
       Berdasarkan Pasal 44 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, untuk 
menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas :
7
 
a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap coordinator; 
b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota; 
c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan 
d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota. 
        Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan 
yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. 
Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem 
Keuangan berdasarkan mesyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah 
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka 
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Sementara 
dalam Pasal 45 diatur pula bahwa dalam kondisi normal, Forum Koordinasi 
Stabilitas Sitem Keuangan; 
a. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan; 
b. Melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 
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c. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan 
dan/ atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem 
keuangan; dan  
d. Melakukan pertukaran informasi.8 
        Dalam menjalankan Tugas pengawasan bank, saat ini OJK melakukan 2 
sistem pendekatan pengawasan, yaitu:
9
  
1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (Compliance Based 
Supervision/CBS) yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-
ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolan bank di masa lalu 
dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan 
dikelola secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian.  
2. Pengawasan berdasarkan risiko (Risk Based Supervision/RBS) yaitu 
pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi 
berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat 
mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan 
pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Dimana jenis Risiko nya yaitu: 
Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional, 
Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategi, Risiko Kepatuhan. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa bentuk mekanisme 
pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap seluruh 
kegiatan jasa keuangan di Indonesia adalah melakukan pengawasan 
perbankan oleh OJK dilaksanakan secara terpadu dan OJK sendiri dapat 
melakukan pelayanan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal 
kegiatan keuangan di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan pasca 
pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) 
kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) juga berjalan lebih Efektif dan 
Optimal dan Sejauh ini sesuai Dengan Amanat yang tertuang dalam 
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Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, Pasal 45, Penjelasan Umum.  
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Diperoleh dari https://infoseputarperbankan.wordpress.com/perbankan/ikhtisar-
perbankan/sistem-pengawasan-bank/ diakses Pada Hari Kamis, 24 Juni 2021 Pukul 11:46 WITA.  
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Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
(Pasal 7). Disamping itu, Pemerintah menilai Pasca dialihkannya fungsi 
pengawasan ini dinilai perlu untuk kemajuan dan inovasi pada sistem 
keuangan yang kompleks dan saling terkait. Penataan kembali struktur 
organisasi pengawasan tercipta agar tercapai mekanisme koordinasi yang 
lebih efektif dan pengawasan lebih terintegrasi. 
       Disamping itu juga, DPS (Dewan Pengawas Syari’ah) juga mengawasi 
Landasan Syari’ah yang dijalankan sesuai atau tidaknya dengan Fatwa yang 
dikeluarkan oleh Dewan Syariat Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). DPS merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI dibawah DSN 
dalam menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktifitas 
lembaga keuangan syari’ah. Salah satu tugas pokok DSN ialah mengkaji, 
menggali, serta merumuskan nilai dan prinsip- prinsip syari’ah dalam bentuk 
fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga 
keuangan syari’ah. 
.  Secara umum Bank Indonesia (BI) sudah melepas pengawasan bank ke 
OJK, tetapi BI masih mempunyai peran. Namun, BI harus tetap memperoleh 
data-data terkait perkembangan perbankan nasional secara dasar untuk 
menentukan arah kebijakan moneter. Dimana BI Juga tetap bekerjasama 
dengan OJK Dalam hal pengawasan bank berdampak sistemik yang bisa 
mempengaruhi seluruh sistem keuangan. OJK melakukan pengawasan secara 
ekstrenal sedangkan DPS melakukan pengawasan terhadap perbankan 
syari’ah secara internal dengan tetap bekoordinasi dengan Bank Indonesia. 
       Pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syari’ah (DSN) lebih mengatur kedalam dan dilakukan agar mekanisme dan 
sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Pengawasan internal terdiri 
dari Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) termasuk unsur lainnya yakni Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Direktur 
Kepatuhan dan SKAI- Internal Syari’ah Review. Sistem pengawasan 
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eksternal, yang terdiri dari Bank Indonesia, Dewan Syari’ah Nasional- 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan stakeholder. Namun, sejak 
diberlakukannya Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan, sistem 
pengawasan eksternal yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia 
secara otomatis digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem ini 
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TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP LEMBAGA OTORITAS 
JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PERBANKAN 
SYARI’AH 
A. Konsep Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Pengawasan 
Perbankan Syari’ah 
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fatwa ialah pendapat 
seorang mufti terkait permasalahan.
1
 Menurut Etimologi Al- Fatwa atau 
Istifta artinya menyelesaikan suatu permasalahan.
2
 Sedangkan menurut 
terminologi adalah menyampaikan hukum- hukum Allah yang berdasar pada 
dalil syari’ah terkait suatu permasalahan.
3
 Fatwa menjadi bagian dari produk 
hukum Islam yang telah ada sejak masa Nabi SAW. hingga menjadi produk 
hukum Islam yang berkembang hingga saat ini. Amir Syarifudin berpendapat 




Mu‟zam Lughat al- Fuqaha yang dikutip oleh Badri Kearuman, fatwa 
ialah sebagai berikut: 
عُّسبل  نًٍانفقّٛ ٚبُّٛ ٘ انزانفتٕٖ:انحكى اشرعٙ   
Artinya: “Fatwa adalah hukum syar’i (keagamaan) yang dijelaskan oleh 
seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya”
5
 
Ilmu Ushul Fiqh bahwa fatwa ialah pendapat yang disampaikan oleh 
mujtahid atau faqih sebagai bentuk jawaban untuk diajukan kepada peminta 
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fatwa mengenai suatu kasus yang bersifat tidak mengikat. yang meminta 
fatwa dapat secara pribadi, lembaga maupun secara kelompok masyarakat 
tertentu. Fatwa yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih tidak 
harus diikuti oleh pihak yang meminta fatwa karena fatwa tidak memiliki 
daya ikat. 
Kalangan ulama mazhab, memberikan definisi fatwa secara beragam 
akan tetapi memiliki kesamaan sebagai bentuk jawaban terkait suatu 
permasalahan. Mazhab Hanafi, ifta‟ ialah mendefinisikan hukum terkait suatu 
persoalan (bayan hukm al-kaq‟ajah). Pandangan ulama Mazhab Maliki, ifta 
ialah memberikan informasi terkait suatu hukum syariat akan tetapi tidak 
mengikat (al-ikhbar bi al- hukm al-syar‟I „aja ghair wajh al-ilzam).
6
 
Quraish Shihab berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Badri 
Kaeruman, bahwa fatwa berasal dari kata al-ifta, al- fatwa sederhana 
dijelaskan sebagai “pemberian keputusan”. Fatwa bukan keputusan hukum 
yang telah dibuat dengan mudah dan kehendak hati layaknya membuat 
hukum tanpa dasar (al-tahakkum). Fatwa selalu terikat dengan pihak yang 
berwenang memberikan fatwa (Ijazah al- ifta), kode etik fatwa (adab al-ifta), 
serta metode pembuatan fatwa (al-istimbath).
7
 
Menurut al- Syatibi, fatwa dalam arti al-ifta berarti keterangan- 




Berdasarkan pemaparan tersebut sehingga dapat dipahami bahwa fatwa 
ialah sebagai salah satu produk hukum Iskan yang memiliki fungsi untuk 
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menjawab sebuah pertanyaan yang terdapat serta tidak terdapat pada zaman 
Rasulullah SAW.  
Terkait kedudukan fatwa dalam hukum Islam dikaji dalam defenisi fatwa 
sehingga apabila membahasa mengenai fatwa maka hal tersebut tidak telepas 
dari aspek kepada siapa ataupun organisasi apa yang memuat fatwa tersebut.
9
 
Sehingga dapat dipahami bahwa ketika membahas terkait fatwa maka tidak 
dapat dipisahkan dari konsep ijtihad. Selain itu, kedudukan fatwa sangat 
penting dalam hukum Islam khususnya dalam menjelaskan masalah hukum 
yang terdapat dalam masyarakat dengan lahirnya ekonomi syari’ah. 
Sedangkan dalam hukum positif kedudukan fatwa sama halnya dengan 
doktrin yang digunakan sebagai penguat dalam hal putusan seorang hakim 
untuk sebuah permasalahan, namun pada dasarnya fatwa hanya sebagai 
petuah maupun nasihat dari seseorang alim ulama yang tidak bersifat 
mengikat. 
Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait 
lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi 
Perbankan Syari’ah hal tersebut belum dikeluarkan akan tetapi MUI 
mengeluarkan fatwa Nomor: Kp- 754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 
1999 yang ditandatangani oleh KH Ali Yafie dan Drs. H. Nazri Adlani 
masing- masing selaku ketua umum dan sekretaris umum MUI.
10
 Fatwa 
tersebut dikeluarkan agar DPS mengawasi Perbankan Syari’ah secara 
internal.  
2. Kedudukan Fatwa DSN MUI dan OJK dalam Perbankan Syari’ah  
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) ialah lembaga yang berada dibawah 
naungan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) awal tahun 1990 yang terdiri 
dari para ahli hukum Islam (fuqaha’, serta ahli dan para praktisi ekonomi). 
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DSN MUI memiliki fungsi dalam melakukan tugas- tugas MUI untuk 
memajukan ekonomi ummat, menangani berbagai masalah yang berkaitan 
dengan aktivitas lembagan keuangan syari’ah. 
Selain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan pengawasan 
terhadap perbankan syari’ah juga terdapat Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
yang memiliki tugas untuk mengawasi berbagai kegiatan usaha yang dapat 
dilakukan oleh bank syari’ah sehiangga sesuai dengan prinsip syari’ah yang 
selalu konsultasi terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI membentuk 
DSN untuk menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang 
Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang salah satu tugasnya ialah 
untuk mengeluarkan fatwa dibidang Ekonomi Syari’ah sehingga dapat 
digunakan oleh Perbankan Syari’ah serta Lembaga Keuangan Syari’ah. 
Lembaga OJK dan DPS bekerjasama dalam melakukan pengawasan terhadap 
perbankan syari’ah.  
Saat ini sistem hukum tata negara Indonesia memposisikan Fatwa MUI 
yang memiliki kekuatan moral terhadap kelompok bagi yang memiliki 
aspirasi dalam melaksanakannya, namun tidak dapat dijadikan sebagai alat 
paksa untuk kelompok lain yang memiliki perbedaan pendapat karena Fatwa 
MUI bukanlah sebuah hukum positif yang menjadi sumber hukum negara 
Indonesia yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Akan tetapi, 
kedudukan Fatwa MUI dalam masyarakat utamanya bagi umat Islam ialah 
penting unuk tegaknya ajaran- ajaran agama Islam dimana mayoritas 
Penduduk Indonesia ialah yang beragama Islam. Fatwa MUI dapat menjadi 




Kedudukan Fatwa MUI bagi umat Islam memiliki peran yang sang 
penting dan bersifat memaksa bagi kelompok yang meminta fatwa akan tetapi 
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bagi kelompok yang lainnya tidak dapat menjadi paksaan terhadap suatu 
fatwa yang dikelurakan oleh MUI hanya bagi kelompok yang meminta fatwa 
itu snediri dan yang memberi fatwa karena fatwa itu sendiri dikeluarkan oleh 
para ulama yang berkompeten dalam bidangnya untuk dijadikan dasar 
terhadap suatu permasalahn yang tidak terdapat dalam Al- Qur’an, Hadist 
serta permaslaahan tersbeut tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah 
SAW. 
Kedudukan Fatwa DSN MUI dan OJK dalam perbankan syari’ah sangay 
penting akibat fungsi fatwa itu sebagai produk ijtihad dari individu ulama 
maupun mufti ataupun instansi keulamaan yang memiliki wewenang dalam 
memberikan fatwa terhadap suatu permasalahan hukum dan keagamaan. 
Sehingga fatwa tersebut mempunyai kedudukan utama untuk melaksanakan 
perbankan syari’ah. Selain itu, kedudukan OJK dalam perbankan penting 
karena melakukan berbagai pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan 
jasa keuangan dalam sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, serta sektor 
IKNB, sedangkan dalam kewenangannya ialah meliputi penetapan terhadap 
suatu kebijakan pada operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa 
keuangan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, 
serta berbagai tindakan lainnya terhadap Lembaga Jasa Keuangan, 
menetapkan sanksi administtatif terhadap pihak yang melakukan berbagai 




B. Pandangan Siyasah syar’iyyah terhadap Lembaga Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) 
       Lembaga pengawas dalam Islam dikenal dengan sebutan al-hisbah atau 
wilayah al- hisbah. Wilayah al- hisbah ialah wewenang untuk menjalankan 
amar ma’ruf ketika yang ma’ruf itu sudah jelas- jelas ditinggalkan orang dan 
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mencegah yang mungkar ketika sudah terang- terangan dikerjakan oleh 
orang. Konsep al-hisbah pertama kali dijalankan oleh Rasulullah SAW. 
dalam mengontrol dan mengawasi pasar yang kemudian dilanjutkan pada 
zaman Khulafa ar Rayidin. Seiring perkembangannya, pada era modern ini 
khusunya di Indonesia terdapat lembaga pengawasan perekonomian seperti 
Bank Indonesia dan OJK yang menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. 
       Pada hisbah dan Lembaga Pengawas Perekonomian di Indonesia 
memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Hal yang mendasar dalam 
persamaanya yakni keduanya ialah sama- sama sebuah lembaga yang 
melakukan amar mar‟ruf nahi mungkar. Sedangkan untuk perbedaanya ialah 
terletak pada fungsi hisbah yang bersifat umum, hal ini dikarenakan lembaga 
pengawas perekonomian pada era ini telah dispesifikasi aspek- aspek yang 
harus diawasi. Walaupun dianatra keduanya memiliki beragam perbedaan, 
akan tetapi tugas dari lembaga tersebut masih dijalankan dengan benar, maka 
kesejahteraan umat dapat tercapai. 
       Untuk melaksanakan hisbah dalam sistem pemerintahan dan masyarakat 
dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pemerintahan dan mampu 
menggambarkan transparansi pemerintah terhadap penyalahgunaan 
kekuasaan yang terjadi, selain itu juga berhasil menghapuskan bentuk 
penipuan dan penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga, al- 
hisbah tidak hanya memiliki fungsi sebagai institusi yang bertugas untuk 
melakukan pengawasan pasar (ekonomi) akan tetapi juga dalam bidang 
hukum. Landasan al- hisbah tersebut terdapat didalam Q.S Al- Mujadalah/ 
58: 7 yang berbunyi :   
 ٌُ ْٕ َيب فِٗ اْْلَْرِضِۗ َيب َُٚك َٔ ِت  ٰٕ ًٰ َ َْٚعهَُى َيب فِٗ انسَّ ٌَّ ّٰللاه ٖ ثَٰهثٍَة  اَنَْى تََر اَ ٰٕ ٍْ ََّْج ِي
 َٕ َْلٓ اَْكثََر اِْلَّ ُْ َٔ ٍْ ٰرِنَك  ٗ ِي َٰ َْلٓ اَْد َٔ ْى  ُٓ َٕ َسبِدُس َسٍة اِْلَّ ُْ ًْ َْل َخ َٔ ْى  ُٓ َٕ َرابِعُ اِْلَّ ُْ
 َ ٌَّ ّٰللاه  اِ
ِةِۗ ًَ ٰٛ َو اْنِق ْٕ ا َٚ ْٕ هُ ًِ ب َع ًَ ْى بِ ُٓ ُ ۚا ثُىَّ َُُٚبِّئ ْٕ ٍَ َيب َكبَُ ْٚ َ ْى ا ُٓ ٍ َيعَ ْٙ ٌْٛى   بُِكّمِ َش   -َعِه
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Terjemahannya: “Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa 
yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada 
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah 
yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan 
Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu 
atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka 
di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan 
memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang 




        Dalam tafsir Jalalain bahwa tidakkah kamu mengetahui bahwa 




       Sesuai ayat tersebut pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan 
landasan keimanan akan kehadiran Allah SWT. yang Maha Mengawasi, oleh 
pemimpin/ ataupun penguasa oleh kaum muslimin baik secara langsung 
berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk 
peraturan misalnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan. Sehingga, menjaga moralitas termasuk dalam kehidupan 
ekonomi serta menjadi tanggungjawab oleh suatu negara. 
       Terbentuknya lembaga hisbah dalam Islam dimaksudkan untuk 
membantu orang agar dapat patuh mengikuti standar moralitas. Dalam 
kegiatan ekonomi seperti dilembaga keuangan syari’ah maupun perusahaan 
bisnis, peran lembaga tersbeut sangat penting karena melalui fungsi 
pengawasan yang dilandasi oleh iman serta adanya sanksi, akan memelihara 
ekonomi yang bersih dan jujur, adil serta tanggungjawab yang berujung pada 
peroleh keuntungan yang bernilai ibadah. 
       Dalam menjalankan peran hisbah suatu negara harus memilih seseorang 
atau sekelompok orang dalam era modern yakni Otoritas Jasa Keuangan 
dalam menjalankan hisbah tersebut. Pada masa Rasulullah seorang ditunjuk 
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untuk mengelola hisbah tersebut yang disbeut dengan al-muhtasib. Seorang 
tersebut harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memastikan bahwa ia dapat 
memenuhi tugasnya sesuai dengan hukum Islam. Kriteria yang paling utama 
bagi seorang muhtasib ialah : keikhlasan dan ketidakberpihakan, ilmu 
pengetahuan dan kebijaksanaan, adil, tegas, hati- hati serta tidak cepat maraj. 
Karena tujuan dari hisbah ialah untuk melindungi anggota masyarakat dari 
berbagai penyimpangan, melindungi iman mereka dan memastikan 
kesejahteraan masyarakat di dunia sesuai ketentuan Allah SWT.  Oleh sebab 
itu domain hisbah padadasarnya berhubungan dengan menjaga hukum- 
hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati rakyat, dan 
memastikan keamanan masyarakat. Selain itu, mencakup juga pemantauan 
pasar, dan lainnya. Dengan kata lain, hibah ialah mekanisme kontrol yang 
ditetapkan oleh Islam untuk menjaga tatanan kehidupan sosial, sehingga 
setiap orang terjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya 
       Sistem ketetanegaraan Islam, menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan 
dalam bidang hukum, setiap orang yang ada didepan hukum mempunyai 
kedudukan yang sama tanpa membedakan dari segala latar belakangnya. 
Dalam Islam kedudukan manusia ialah memiliki persamaan yang menjadi 
perbedaannya hanya kepada ketaqwaannya.
15
 Sehingga perlu adanya sebuah 
lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi Pemerintah untuk 
menghindari dari perbuatan yang semena- mena. 
       Hal tersebut berdasar kepada perintah Al- Qur’an yang secara implisit 
memberikan amanat untuk adanya lembaga pengawasan sebagaimana dalam 
firman Allah SWT. daalm Q.S Ali- Imran/ 3:104 yang berbunyi : 
ْنتَكُ  َُْكِر ِۗ َٔ ًُ ٍِ اْن ٌَ َع ْٕ َٓ ُْ َٚ َٔ ِف  ْٔ ْعُر ًَ ٌَ بِبْن ْٔ َٚأُْيُر َٔ ِْٛر  ٌَ اِنَٗ اْنَخ ْٕ ةٌ َّْٚذُع ُُْكْى اُيَّ ٍْ ّيِ
  ٌَ ْٕ ْفِهُح ًُ ىَِٕك ُُْى اْن
ٰۤ
أُٰن َٔ  
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Terjemahannya:”Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 




       Dalam tafsir Al- Jalalain bahwa hendaknya mereka yang berada dalam 
satu golongan untuk menyeru kepada hal kebaikan dalam ajaran Islam serta 
menyuruh kepada yang makruf serta melarang dari hal yang mungkar. mereka 
ialah orang- orang yang menyeru, yang menyuruh serta yang melarang orang- 
orang yang beruntung dan berbahagia.
17
 
       Tafsir al- Misbah menjelaskan bahwa ayat ini Allah memerintahkan 
kepada orang yang beriman agar menempuh jalan yang berbeda, yakni 
menempuh jalan yang luas serta lurus dalam mengajak orang lain untuk 
menempuh jalan kebaikan dan makruf. Konsep ma‟ruf , al- Qur’an membuka 
pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan nilai- nilai akibat 
perkembangan positif masyarakat. Hal ini ditempuh al- Qur;an karena ide/ 
nilai yang dipaksakan atau tidak sejalan dengan perkembangan budaya 
masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Sehingga al- Qur’an 
memperkenalkan dirinya sebagai pembawa ajaran yang sesuai dengan fitrah 
manusia, ia juga melarang pemaksaan nilai- nilainya walaupun merupakan 
nilai yang aman mendasar, misalnya keyakinan akan keesaan Allah SWT. 
Konsep ma‟ruf  hanya membuka pintu bagi oerkembangan positif 
masyarakat, bukan perkembangan negatifnya. Filter al- khair harus benar- 
benar difungsikan. Demikian juga halnya dengan munkar, yang pada 
gilirannya dapat mempengaruhi pandangan tentang muru‟ah, identitas serta 
integritas seseorang. Sehingga, sangat tepat khususnya pada era yang ditandai 
oleh pesatnya perkembangan informasi serta tawaran nilai- nilai yang 
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berpegang teguh pada kaidah mempertahankan nilai lama yang baik serta 
mengambil nilai baru yang lebik baik lagi.
18
  
       Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah lembaga 
pengawasan, dalam bahas Arab “Segolongan umat” yang menjalankan fungsi 
pengawasan ialah Al-Amr bi Al-Ma‟ruf wa Al-Nahy „An Al-Munkar, 
meskipun Al- Qur’an tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai 
bentuk sebuah lembaga pengawasan tersebut. 
       Rasulullah SAW. memerintahkan kepada ummatnya agar menegakkan 
Al-Amr bi Al-Ma‟ruf wa Al-Nahy „An Al-Munkar, beliau bersabda dalam 
Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya  
ٌْ نَْى َْٚستَِطْع  ِّ فَِإ ٌْ نَْى َْٚستَِطْع فَبِِهَسبَِ ِ فَِإ َُْكًرا فَْهُٛغَِّْٛرُِ بَِِٛذ ُُْكْى ُي ٍْ َرأَٖ ِي َي
 ٌِ ب ًَ رَِنَك أَْضعَُف اإِلٚ َٔ  ِّ  فَبِقَْهبِ
Artinya :“Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah 
dengan tangan (kekuasaan), jika kamu tidak mampu maka cegahlah 
dengan lisan, jika kamu tidak mampu maka cegahlah dengan hati, 
dan itu merupakan lemahnya iman”. (H.R.Muslim).
19
 
       Menurut Ibnu Taimiyah dalam Kitab Siyasah syar‟iyyahbahwa 
pengangkatan penguasa ialah untuk Al-Amr bi Al-Ma‟ruf wa Al-Nahy „An Al-
Munkar dikarenakan kemaslahatan hamba tidak dapat dicapai kecuali dengan 
Al-Amr bi Al-Ma‟ruf wa Al-Nahy „An Al-Munkar karena kemaslahatan 
kehidupan dan hamba itu harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu 
hanya dapat dicapai dengan menegakkan al- Amr bi wa al-ma‟ruf wa al-nahy 
„an al-munka. Sehingga dalam islam seorang pemimpin wajib untuk 
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       Hal yang sama dengan pendapat al- Mawardi bahwa khalifah itu 
diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama 
serta mengatur dunia (al-Imamah mawdhuatun li khilafatin nubuwwah fi 
hirasat al- din wa siyasat al-dunya).
21
 
       Dengan memperhatikan dalil- dalil dan pendapat- pendapat tersebut, serta 
ketentuan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada dasarnya OJK dibentuk di 
Indonesia tidak bertentangan dengan Fiqh Siyasah karena secara umum 
memiliki tujuan yang sama, yakni Al-Amr bi Al-Ma‟ruf wa Al-Nahy „An Al-
Munkar serta untuk kemaslahatan rakyat. 
       Dalam kajian Fiqh Siyasah lembaga dala melaksanakan tugas Al-Amr bi 
Al-Ma‟ruf wa Al-Nahy „An Al-Munkar dikenal dengan wilayat al- muzalim 
dan wilayat al- hisbah untuk menjalankan fungsi pengawasan apabila terjadi 
sebuah penyelewengan pejabat maupun pelanggaran- pelanggaran yang 
dilakukan oleh rakyat secara umum. Wilayat al- Muzalim dan al- Hisbah 
ialah bagian dari lembaga Peradilan Islam. 
       Wilayat al- Muzalim ialah mengajak para pelaku pidana kepada keadilan 
dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang pihak- pihak yang berperkara 
dari slaing memusuhi dengan mengancam mereka. Lembaga ini memeriksa 
perkara- perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa- penguasa dan 
hakim- hakim ataupun anak- anak dari orang- orang yang berkuasa. 
       Menurut al-Mawardi hisbah ialah “memerintah berbuat kebaikan jika 
kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada 
tanda- tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan’. Karena itu menurut teori al- 
Mawardi, hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi 
pelanggaran terhadap suatu peraturan. Tugas dari Wilayat al- hisbah ialah 
memberi bantuan kepada orang- orang yang tidak dapat mengembalikan 
haknya tanpa bantuan dari petugas- petugas hisbah. Sedangkan muhtashib  
                                                             
21
Al- Mawardi, Adab al Dunya wa al- Din, (Beirut: Dar al- Fikr, 1995), h. 137 
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bertugas mengawasi berlaku atau tidaknya undang- undang umum dan adab- 
adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun.
22
 
       Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang 
dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki 
fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara 
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik 
dalam sektor perbankan, pasar modal serta sektor jasa keuangan nono- bank 
seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan serta lembaga jasa 
keuangan lainnya. OJK sebuah lembaga yang independen yang bebas dari 
campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, serta wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan amanat 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011. 
23
 
       Pasal 4 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan menjelaskan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan 
kegiatang dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, 
transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang 
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan 
konsemen maupun masyarakat itu sendiri.
24
  
       Dengan demikian kedudukan dan kewenangan yang dijalankan oleh 
Otoritas Jasa Keaunagn (OJK) dengan pengawasan yang dilakukan oleh 
Wilayat al- Muzalim dan wilayat al- Hisbah dalam ketatanegaraan Islam 
berdasar kepada prinsip- prinsip lembaga pengawasan dalam Islam.  
       Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga 
pengawas Negara yang independen memiliki kesamaan dengan Wilayat al- 
Muzalim dan wilayat al- Hisbah yakni sebagai lembaga Peardilan islam yang 
juga secara independen berasal dari kekuasaan Khalifah. Namun, yang mejadi 
                                                             
22
Al- Mawardi, Adab al Dunya wa al- Din, h. 138  
23
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, Pasal 1 Ayat (1).  
24
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, Pasal 4  
81 
 
perbedaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga Negara yang 
mandiri di Indonesia sedangkan Wilayat al- Muzalim dan wilayat al- Hisbah 
berada dalam sistem Peradilan Islam.  
       Kewenangan serta mekanisme kerjanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
juga memiliki persamaan dengan wilayat al- hisbah yakni OJK berwenang 
untuk menerima laporan yang masuk dari lembaga ataupun masyarakat 
sebagai informasi dasar, kemudian melakukan penyidikan terhadap laporan 
tersebut serta selanutnya dapat mengeluarkan rekomendasi. Wilayat al- 
Hisbah pun demikian, dimana muhtasib menerima pengaduan dari 
masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kemudian memberikan 
sanksi ta‟zir (saksi disiplin). Keduanya juga mempunyai tugas dan wewenang 
yang sama untuk berinisiatif sendiri dalam melkaukan pengawasan atas suatu 
laporan ataupun pelanggaran. 
       Dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia tidak 
bertentangan dengan prinsip- prinsip pengawasan dalam Fiqih Siyasah. Yakni 
Al-Amr bi Al-Ma‟ruf wa Al-Nahy „An Al-Munkar untuk mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban umum seperti fungsi yang dimiliki oleh Wilayat 
al Muzalim dan wilayat al- Hisbah dalam ketatanegaraan Islam.  
       Meskipun Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan menyebut kata syari’ah hanya pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 akan 
tetapi, secara garis besar apa yang termuat didalamnya dan berlaku untuk jasa 
keuangan konvensional berlaku pula pada jasa keuangan syari’ah dan dalam 
hal ini apabila dikaitkan dengan pengawasan dalam islam telah sesuai dengan 
tujuan dan peran al-hisbah sebagaimana yang diterapkan Rasulullah SAW. 
selain itu juga pengembangan Perbankan Syari’ah lembaga yang mengatur 
bisnis, peran lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan ini sangat 
penting karena melalui fungsi pengawasan yang dilandasi oleh iman dan 
adanya sanksi, akan terpelihara ekonomi yang jujur, adil, dan berujung pada 
perolehan keuntungan yang berkah.  
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       Metode fiqh siyasah syar‟iyyah terhadap lembaga Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syari’ah ialah qiyas karena 
lembaga OJK ini diqiyaskan dengan lembaga Al- Hisbah pada masa 
Rasulullah SAW. dalam menetapkan ketentuan pembentukan lembaga 





A. Kesimpulan  
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah lembaga independen yang bebas 
campur tangan dari pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang 
penjelasannya termuat dalam pasal- pasal yang ada pada Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Dalam pengawasan operasional bank syari’ah, OJK tetap bekerjasama 
dan berkoordinasi dengan DPS/ DSN yang melakukan pengawasan 
secara internal dengan melakukan evaluasi serta program refreshing. 
Kehadiran ojk dalam melakukan pengawasan memiliki pengaruh yang 
sangat optimal terhadap penerapan prinsip- prinsip syari’ah untuk 
kegiatan operasionalnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 
bank serta mengurangi ketakutan masyarakat terhadap sistem yang 
dilakukan oleh perbankan syari’ah. 
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah 
amanat undang- undang merupakan hasil legislator yang dalam bahasa 
Islam merupakan produk Ulil Amri yang sah dan wajib ditaati. 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk membangun sistem 
perekonomian yang baik dan bersih, sebagaimana prinsip Al-
Muraqabah (pengawasan) dalam hukum Islam, pengawasan yang 
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Jasa Keuangan 
Syari’ah tidak terlepas dari lembaga Al- Hisbah sebagai pengontrol 
pasar Dengan menggunakan metode Qiyas salah satu metode dalam 
ilmu Ushul Fiqh terhadap kehadiran lembaga pengawas ditinjau dari 
perspektif Siyasah syar’iyyah yang mengqiyasakan atau menyamakan  
dengan lembaga Al- Hisbah pada masa Rasulullah SAW dengan tujuan 
kehadiran dari lembaga tersebut untuk meningkatan kemaslahatan 
ummat dan menjauhkan dari perbuatan yang mungkar.  
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B. Implikasi Penelitian  
       Setelah menulis skripsi maka penulis mengharapkan implikasi dari 
penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
a. Dapat meningkatkan kerjasama antar Lembaga Pengawas Keuangan 
Syari’ah baik yang melakukan pengawasan secara Internal maupun secara 
Eksternal terhadap Perbankan Syari’ah dalam menerapkan Prinsip 
Syari’ah untuk kegiatan operasionalnya. 
b. Perlu melakukan perbaikan, evaluasi ataupun perubahan terkait dengan 
fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tercantum dalam 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 agar pengawasan terhadap sektor 
perbankan syari’ah juga dijelaskan secara lengkap sebagaimana dengan 
perbankan konvensional. 
c. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan agar masyarakat 
dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Perbankan Syari’ah terkait 
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Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi 
dunia pendidikan. Penulis memiliki motto hidup yakni Hidup Sederhana dengan 
Ikhlas. 
Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 
terselesaikannya skripsi yang berjudul, “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Syariah menurut Undang- Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. 
 
